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ABSTRAK 

 

Ikhwan Efendi. NIM. 6661103222. Skripsi. Implementasi Peraturan Pemerintah 
Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon. 
Konsentrasi Kebijakan Publik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. 
Ayuning Budiati S.IP, MPPM, Pembimbing II: Gandung Ismanto S.Sos, MM 

Kata kunci : Implementasi, Peraturan pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik 

Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dibuat untuk pelaksanaan Undang-
undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Namun pada 
implementasinya peraturan pemerintah tersebut masih terdapat masalah-masalah 
dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini bertitik tolak pada 
teori pendekatan kebijakan publik dari George Edward III. Teori ini memiliki 4 
dimensi yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengukur dan menggambarkan 
seberapa tinggi implementasi peraturan pemerintah tentang keterbukaan informasi 
publik. Populasi penelitian ini adalah organisasi swasta di Kota Cilegon yang 
berjumlah 1619 organisasi. Sementara sampel yang diambil sebanyak 94 organisasi. 
Teknik sampling menggunakan teknik Incidental Sampling. Dalam mengumpulkan 
data menggunakan kuesioner, melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Untuk menganalisa data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Hasil 
penelitian menunjukan implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 
tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon kurang baik, karena t hitung 
lebih kecil dari pada t tabel (-6,813 < 1,289)  dan menunjukan implementasi peraturan 
pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota 
Cilegon  mencapai angka 70,69% dari angka minimal 75% yang diharapkan. Dalam 
hal ini dikarenakan masalah implementasi dari komunikasi, sumber daya, disposisi 
dan struktur birokrasi belum dapat diatasi sepenuhnya pada proses implementasi.  

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

 

Ikhwan Efendi. NIM. 6661103222. Thesis. Implementation of Government Regulation 
No. 61 Year 2010 on Public Information Disclosure in Cilegon. Concentration in 
Public Policy, State Administration of Science Program, Faculty of Social and 
Political Sciences, University of Sultan Ageng Tirtayasa. Advisor I: Dr. Ayuning 
Budiati S.IP, MPPM, Advisor II: Gandung Ismanto S.Sos, MM 

Keywords: Implementation, Government Regulation, Public Information Disclosure 
 
Government Regulation No. 61 of 2010 made for the implementation of Law No. 14 
of 2008 on Public Information, however the implementation of the regulations are 
still problems in implementing public information disclosure. This research adhering 
to the theory of public policy approach of George Edward III. This theory has four 
dimensions that can be used in measuring the success of a policy. The method used is 
descriptive method with a quantitative approach. The main objective of this research 
was to measure and describe how high the implementation of government regulations 
on public information disclosure. This research  population is a private organization 
in 1619 totaling Cilegon organization. While samples taken at 94 organizations. 
Sampling techniques using incidental sampling technique. In collecting data using 
questionnaires, observation, interviews and documentation. To analyze the data using 
hypothesis testing one sample t-test. The results showed the implementation of 
Government Regulation No. 61 of 2010 on public information disclosure in Cilegon 
is not good, because t is smaller than the t table (-6.813 <1.289) and showed the 
implementation of government regulation number 61 of 2010 on public information 
disclosure in Cilegon reached 70.69% of the rate of at least 75% is expected. In this 
case due to the implementation of the communication problems, resources, 
disposition and bureaucratic structures can not be addressed fully in the 
implementation process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang Masalah 

 Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya ada 

suatu interaksi dalam bentuk komunikasi. Komunikasi baik antar masyarakat 

dengan masyarakat lainnya, masyarakat dengan organisasi, dan organisasi dengan 

organisasi lain. Komunikasi dapat dilakukan oleh individu dengan individu 

lainnya dalam masyarakat, maupun individu dengan kelompok/organisasi. Dengan 

adanya komunikasi, maka suatu individu atau organisasi akan mendapatkan 

informasi dari interaksi yang telah dilakukan. Dari informasi tersebut suatu 

individu/kelompok organisasi dapat mengetahui suatu hal yang baru yang belum 

diketahui oleh individu/kelompok organisasi sebelumnya lewat interaksi yang 

menghasilkan suatu informasi. 

 Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu, karena 

informasi dibutuhkan dalam rangka pengembangan kualitas diri dan menjalankan 

kehidupan sosial. Informasi dapat diperoleh dalam berbagai cara, dapat diperoleh 

dengan tatap muka dan berinteraksi dengan individu lainnya maupun diperoleh 

melalui media komunikasi dan informasi baik itu secara elektronik maupun 

langsung yang bersifat lisan yang disampaikan oleh individu/kelompok 



2 
 

masyarakat dan organisasi. Dalam tingkat kebutuhannya terhadap suatu informasi 

tergantung pada individu dan latar belakang sesuai dengan kadarnya. 

 Indonesia adalah negara kesatuan yang sangat luas, dalam 

menyelenggarakan pemerintahan tentunya tidaklah mudah dengan latar belakang 

Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi, salah 

satu provinsi tersebut adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten dengan ibu Kota 

Serang terdiri atas 4 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten 

Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan empat (4) lainnya 

adalah kota yaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Kota 

Tangerang Selatan. 

 Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, transparansi harus 

dilakukan dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu transparansi juga dapat 

dijadikan sebuah tolak ukur dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka. 

Pemerintahan yang terbuka dalam pengertian di sini adalah pemerintah yang 

transparan, partisapatoris, dan terbuka. Dengan transparansi oleh pemerintah maka 

akan menarik partisipasi masyarakat dalam tata kelola dan pembangunan, 

sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan dapat diawasi bersama oleh publik. 

Salah satu transparansi yang dapat dilakukan oleh pemeritah adalah tentang 

informasi publik. 

 Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Banten tata kelola 

pemerintahan yang baik harus diterapakan. Dari kedelapan kabupaten/kota di 

Banten, Kota Cilegon menjadi kota yang perlu dikaji karena menarik dengan 
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julukan Kota Industri di mana banyak perusahaan-perusahaan yang besar 

didirikan di Kota Cilegon. Oleh karena itu guna menunjang transparansi dalam 

pemerintahan dibuatlah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

 Di Indonesia sendiri dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik 

sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan sejauh ini 

sudah dibentuk lembaga-lembaga informasi bagi pelayanan informasi publik yaitu 

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 adalah pejabat yang bertanggung jawab di 

bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan 

informasi di badan publik.  

 Di Provinsi Banten dari 8 kabupaten/kota berdasarkan data yang didapat 

belum semua kabupaten/kota mempunyai instansi pengelola informasi padahal 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Bab 

VI Ketentuan penutup Pasal 21 bahwa PPID harus ditunjuk paling lama 1 tahun 

terhitung sejak Peraturan Pemerintah diundangkan.  

   Dalam Pasal 21 Ayat 2 memang disebutkan bahwa dalam hal apabila 

PPID belum ditunjuk,  maka tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan 

oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. 

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, maka peneliti 

melakukan observasi pada PPID Kota Cilegon tentang pelaksanaan peraturan 

pemerintah tersebut.  
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 Dalam observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di Sekretariat 

Daerah Kota Cilegon pada bagian komunikasi dan informasi, ternyata terdapat 

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, yaitu 

sebagai berikut: 

 Pertama, terdapat permasalahan dalam segi kuantitas/jumlah sumber daya 

manusia. Pada bagian komunikasi dan informasi Sekretariat daerah Kota Cilegon, 

jumlah pelaksana dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan 

dokumentasi belum mencukupi sehingga menyebabkan belum optimalnya dalam 

pelaksanaan pelayanan. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan 

kasubag sanditel yang menyatakan bahwa jumlah pelaksana yang berkenaan 

dengan pelaksanaan dan pelayanan informasi publik yaitu hanya lima (5) pegawai 

dari dua belas (12) pegawai pada subbagian data elektronik, sanditel dan 

dokumentasi. Jumlah lima (5) pegawai yang melaksanakan pelayanan secara 

langsung dalam pelaksanaannya kurang mencukupi, menurut kasubag sanditel 

seharusnya pelaksana pelayanan lebih dari lima (5) mengingat tugas pelaksanaan 

pelayanan yang membutuhkan pelaksana yang mencukupi agar dalam 

pelaksanaan pelayanan secara langsung tidak menimbulkan masalah.  

kuantitas/jumlah pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan didapat 

langsung dari observasi lapangan dan wawancara pada tanggal 8 oktober 2013 

dengan kasubag yang bersangkutan dalam proses pelaksanaan pelayanan 

informasi publik di Setda Kota Cilegon.  

 Kedua, dalam rangka mendukung terwujudnya keterbukaan informasi 

publik di Kota Cilegon, Setda Kota Cilegon bagian komunikasi dan informasi 
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yang melaksanakan fungsi PPID kurang memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat Kota Cilegon. Berdasarkan observasi lapangan pada tanggal 8 oktober 

2013 didapati keterangan dari pelaksana yaitu PPID Kota Cilegon, bahwa 

sosialisasi yang pernah dilaksanakan hanya satu kali terhitung sejak 

dikeluarkannya surat keputusan Walikota tentang pembentukan organisasi PPID 

pada Tanggal 28 Desember 2012. Pihak PPID hanya melaksanakan sosialisasi 

tentang KIP pada tanggal 4 juli 2013 dan sampai sekarang belum melakukan 

sosialisasi kembali. Hal ini berdampak masih awamnya masyarakat Kota Cilegon 

tentang keterbukaan informasi publik. 

 Ketiga, berkaitan dengan penyediaan informasi dalam bentuk elektronik 

yaitu melalui website. Dalam rangka penyebarluasan informasi publik salah satu 

media yang digunakan adalah media elektronik salah satunya adalah website. 

Berdasarkan hasil observasi, website PPID Kota Cilegon yang dapat diakses pada 

http://ppid.cilegon.go.id jika dibandingkan dengan website PPID Kota Serang 

yang dapat diakses pada http://ppid.serangkota.go.id  dari segi isi belum lengkap. 

Pada website PPID Kota Cilegon dari isi pengklasifikasian informasi belum 

dimuat berbeda dengan website PPID Kota Serang di mana isi pengklasifikasian 

informasi sudah dimuat. Pengklasifikasian yang dimaksud adalah 

pengklasifikasian dari informasi yang wajib disediakan untuk umum, informasi 

publik secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selain itu, 

berdasarkan hasil observasi peneliti dan keterangan yang didapat pada tanggal 8 

oktober 2013, PPID Kota Cilegon belum lengkap karena informasi dalam bentuk 

http://ppid.cilegon.go.id/
http://ppid.serangkota.go.id/
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laporan keuangan terbaru dan laporan aset terbaru belum dimasukan sesuai 

keterangan dari pihak PPID Kota Cilegon.  

 Keempat, berkaitan dengan adanya standar operasional prosedur sejak 

dikeluarkannya perwal tentang pembentukan PPID Kota Cilegon pada tahun 2012 

dalam pelaksanaan selama ini diketahui bahwa belum dibuatnya SOP tentang 

pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID Kota Cilegon, keterangan 

tersebut didapati dari kasubag sanditel di PPID Kota Cilegon. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, peneliti mengidentifikasi masalah–masalah 

sebagai berikut: 

1. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan pada PPID Kota Cilegon 

belum mencukupi dari segi kuantitas/jumlah aparatur, sehingga pelayanan 

informasi belum optimal. 

2. Sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon masih kurang, 

terlihat dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan PPID Kota Cilegon hanya satu 

kali. 

3. Penyediaan informasi publik dalam media elektronik yaitu melalui website dari 

segi isi belum lengkap dan terupdate dengan baik. 

4. Belum dibuatnya SOP (Standar Operasional Prosedur)  dalam Pelaksanaan di 

PPID  Kota Cilegon. 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas agar 

penelitian lebih terstruktur, sistematis, dan untuk memperoleh data yang kongkrit 

di lapangan maka, penelitian dibatasi dan lebih difokuskan pada Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik Kota Di Kota Cilegon. 

1.4.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan studi pendahuluan dan dengan memperhatikan pada fokus 

penelitian yang telah disebutkan dalam batasan masalah, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah seberapa tinggi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon? 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan tentu saja mempunyai tujuan, karena tujuan 

penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dari kegiatan peneliti. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui  tinggi Implementasi Peraturan Pemerintah 

Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon. 

1.6.  Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan studi 

administarasi negara, sehingga dapat memperkaya kajian ilmiah yang perlu 
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dijadikan bahan referensi dalam penelitian sosial lainnya yang saling 

berkaitan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian Implementasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Di Kota Cilegon yaitu sebagai gambaran yang terjadi dari 

pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut dan hasil dari penelitian  

dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi yaitu bagian komunikasi dan 

informasi Setda Kota Cilegon agar dalam pelaksanaan peraturan pemerintah 

yang sudah berjalan dapat diperbaiki dalam proses implementasinya supaya 

lebih efektif. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah menggambarkan situasi, kondisi, ruang lingkup, 

dan kedudukan permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk uraian 

secara deduktif, dari ruang lingkup yang paling umum hingga menukik 

ke masalah yang lebih spesifik, yang relevan dengan judul penelitian. 

Pada bagian ini juga digambarkan apa yang diharapkan sebagai hasil 

penelitian. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah masalah-masalah yang muncul yang 

berkaitan dengan tema/topik/judul penelitian atau dengan variabel yang 

akan diteliti. Identifikasi masalah dapat diajukan dalam bentuk 

pertanyaan atau pernyataan. 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian diperlukan untuk lebih 

mempersempit masalah yang akan diteliti. Batasan masalah penelitian 

akan memuat objek penelitian, subjek penelitian, dan lokus penelitian 

secara jelas. 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian menjawab pertanyaan “Apa yang akan 

diselesaikan peneliti dalam melakukan penelitian ini”. Dalam bagian ini, 

masalah penelitian dikemukakan dalam bentuk pertanyaan yang 

dirumuskan secara tajam yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian 

ini. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang apa yang akan diselesaikan 

dan dicapai dalam penelitian terhadap permasalahan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan 

dengan isi dan rumusan masalah. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Pada bagian ini dikemukakan apa yang menjadi kegunaan hasil 

penelitian, baik manfaat teoritis dan manfaat praktis dari diadakannya 

penelitian. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menjelaskan tentang isi bab per bab secara singkat 

dan jelas. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1  Deskripsi Teori 

Deskripsi teori mengkaji beberapa teori yang relevan dengan 

permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara 

teratur untuk digunakan dalam merumuskan masalah sehingga akan 

diperoleh konsep penelitian yang jelas. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengkaji penelitian yang pernah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber ilmiah. 

2.3  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai 

kelanjutan dari deskripsi teori. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan observasi dan pengumpulan 

data di lapangan, kajian teori, dan kerangka berpikir peneliti. Hipotesis 
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penelitian merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

akan diteliti dan akan diuji kebenarannya. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Pendekatan dan Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan metode yang dipergunakan dalam 

penelitian. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan 

dilakukan 

3.3 Lokasi Penelitian 

Menjelaskan tempat (locus) penelitian dilaksanakan, menjelaskan tempat 

penelitian serta alasan memilihnya. 

3.4 Variabel Penelitian 

Terdiri dari definisi konsep dan definisi operasional, definisi konsep 

memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti 

menurut pendapat peneliti berdasarkan kerangka teori yang digunakan 

dan definisi operasional merupakan penjabaran konsep  atau variabel 

penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis 

alat pengumpul data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan 

teknik penentuan kualitas instrumen. 
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3.6  Populasi dan Sampel 

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai wilayah generalisasi atau populasi 

penelitian, penetapan besar sampel, dan teknik pengambilan sampel. 

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Sub bab ini menjelaskan teknik analisa beserta rasionalisasinya. Teknik 

analisis data harus sesuai dengan sifat data yang diteliti. 

3.8 Jadual Penelitian 

Menjelaskan tentang  jadwal penelitian tersebut dilaksanakan. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Menjelaskan objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, 

struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta 

hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. 

4.2 Deskripsi Data 

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan 

menggunakan teknik analisa data kuantitatif yang relevan. 

4.3 Pengujian Persyaratan Statistik 

Melakukan pengujian terhadap persyaratan statistik dengan 

menggunakan uji statistik tertentu. 
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4.4 Pengujian Hipotesis 

Melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisa 

statistik, dimana hasil analisa tersebut adalah teruji tidaknya hipotesis nol 

penelitian. Hasil perhitungan akhir statistik disajikan dalam diagram pie, 

sedangkan perhitungan selengkapnya disajikan dalam lampiran. 

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian 

Melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap hasil akhir pengujian 

hipotesis. Kendatipun hasil analisis statistik itu sendiri sudah merupakan 

suatu kesimpulan, namun belum memadai tanpa ada interpretasi yang 

dikaitkan dengan rumusan masalah. 

4.6 Pembahasan 

Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. 

Terhadap hipotesis yang diterima barangkali tidak ada persoalan, tetapi 

terhadap hipotesis yang ditolak harus diberikan berbagai dugaan yang 

menjadi penyebabnya. 

 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Menyimpulkan hasil penelitian secara jelas, singkat, mudah dipahami, 

dan harus sejalan dengan permasalahan serta hipotesis penelitian. 

5.2 Saran 

Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang 

diteliti, baik secara teoritis maupun praktis. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian 

skripsi. 

LAMPIRAN 

Berisi daftar dokumen-dokumen yang menunjang data penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

 Untuk mendukung permasalahan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya maka peneliti menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan 

permasalahan. Tetapi sebelum masuk pada teori yang berkaitan, terlebih dahulu 

harus dipahami definisi dari teori. 

 Snelbecker (dalam Moleong, 2013:57), mendefinisikan teori sebagai 

seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti 

aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data 

atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan 

dan menjelaskan fenomena yang diamati. 

 Sedangkan Marx & Goodson (dalam Moleong, 2013:57), menyatakan 

bahwa teori ialah aturan menjelaskan proposisi atau seperangkat proposisi yang 

berkaitan dengan fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari (i) 

hubungan-hubungan yang dapat diamati di antara kejadian-kejadian (yang dapat 

diukur), (ii) mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan 

demikian, dan (iii) hubungan-hubungan yang disimpulkan serta manifestasi 

hubungan empiris apapun secara langsung. 
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 Setelah memahami definisi teori, selanjutnya yang perlu dipahami adalah 

fungsi dari teori. Glasser & Strauss (dalam Moleong, 2013:58), walaupun 

mengkhususkan fungsi teorinya pada sosiologi, berlaku juga pada disiplin lainnya, 

menyatakan seperti berikut. Tugas yang saling berkaitan dalam sosiologi adalah: 

(i) memberikan kesempatan untuk meramalkan dan menerangkan perilaku, (ii) 

bermanfaat dalam menemukan teori sosiologi, (iii) digunakan dalam aplikasi 

praktis-peramalan dan penjelasannya harus memberikan pengertian kepada para 

praktisi dan beberapa pengawasan terhadap situasi, (iv) memberikan persepektif 

bagi perilaku, yaitu pandangan yang harus dijaring dari data, dan (v) membimbing 

serta menyajikan gaya bagi penelitian dalam beberapa bidang perilaku. 

 Sedangkan menurut Snelbecker (dalam Moleong, 2013: 57-58), ada empat 

fungsi suatu teori, yaitu (i) mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, (ii) 

menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing 

peneliti mencari jawaban-jawaban, (iii) membuat ramalan atas dasar penemuan, 

dan (iv) menyajikan penjelasan dan, dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan 

mengapa. 

 Dari keterangan di atas terdapat persamaan dalam fungsi teori yang telah 

dikemukakan, bahwa teori digunakan untuk menyajikan penjelasan, menjawab 

pertanyaan mengapa dan meramalkan fenomena. 

2.1.1. Pengertian Kebijakan 

        Menurut Dunn (2003:51), Kebijakan didefinisikan dari asal katanya. 

Secara etimologis, istilah policy atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, 



17 
 

Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu 

polis (Negara-Kota) dan pur (Kota). 

       Sedangkan Hogwood & Gunn (dalam Wicaksana, 2006:53), 

menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian 

modern, diantaranya: 

a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a field of 
activity) 
Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, 
kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban.  

b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan 
(as expression of general purpose or desired state of affairs) 
Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau 
pegembangan demokrasi melalui desentralisasi. 

c. Sebagai proposal spesifik (as specific proposal) 
Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau 
menggratiskan pendidikan dasar. 

d. Sebagai keputusan pemerintah (as decesions of government) 
Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan 
Perwakilan Rakyat atau Presiden. 

e. Sebagai otorisasi formal (as formal authorization) 
Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau 
lembaga-lembaga pembuat kebijakan lainnya. 

f. Sebagai sebuah program (as a programe) 
Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, 
seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan 
perempuan. 

g. Sebagai output (as output) 
Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah 
lahan yang diredistribusikan dalam program reformasi agraria dan 
jumlah penyewa yang terkena dampaknya. 

h. Sebagai hasil (as outcome) 



18 
 

Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap 
pendapatan petani dan standar hidup dan output agrikultural dari 
program reformasi agararia. 

i. Sebagai teori atau model (as a theory or model) 
Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y, misalnya 
apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka 
output industry akan berkembang.   

j. Sebagai sebuah proses (as a process) 
Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan issues lalu 
bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting), pengambilan keputusan 
untuk implementasi dan evaluasi. 
 
 

2.1.2. Pengertian Kebijakan Publik 

        Setelah memahami definisi dari kebijakan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, yang selanjutnya akan dijelaskan adalah pengertian dari 

kebijakan publik. Eulau & Prewitt (dalam Agustino, 2012: 6-7), dalam 

persepektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan 

tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah 

laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan 

tersebut.” 

       Definisi lain dikemukakan oleh Dye (dalam Agustino, 2012:7), bahwa 

“kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan 

atau tidak dikerjakan” seperti ungkapannya (dalam Subarsono, 2005:2) public 

policy is whatever governments choose to do or not to do). 

       Sedangkan menurut Dunn (dalam Wicaksana, 2006:64), Kebijakan 

publik ialah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif 
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yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, 

yang dibuat oleh badan atau Kantor pemerintah. 

       Rose berupaya mengemukakan definisi lain (dalam Agustino, 2012:7),  

yaitu kebijakan publik sebagai, ”sebuah rangkaian panjang dari banyak atau 

sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi  bagi 

yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.” 

       Widodo (2007:12) mendefinisikan kebijakan publik adalah 

“serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”. 

Kebijakan publik merupakan suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan 

suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu hal yang bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

untuk kepentingan masyarakat. 

       Selain definisi di atas Hogwood dan Gunn (dalam Suharto, 2007:4), 

menyatakan arti dari kebijakan publik adalah sebagai seperangkat tindakan 

pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. 

2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik 

        Pada tahap selanjutnya dalam deskripsi teori ini akan dikemukakan 

definisi implementasi kebijakan publik, setelah sebelumnya diuraikan tentang 

definisi kebijakan publik. Menurut Meter & Horn (dalam Wibawa, 1994:21), 

mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: 

  “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang 
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diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam 
keputusan kebijaksanaan” 

       Sedangkan Mazmanian & Sabatier (dalam Agustino, 2012:139), 

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: 

“Pelaksanaan keputusan-keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya 
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 
mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara 
tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 
menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” 

       Dari kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi 

kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan/pelaksanaan oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat dalam kegiatan yang diarahkan untuk mencapai 

suatu tujuan dan menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang telah dilaksanakan. 

      Dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa implementasi dapat dilihat 

dari proses dan capaian tujuan berupa hasil akhir. Ini sesuai dengan yang 

kemukakan oleh Lester & Stewart (dalam Agustino, 2012:139), di mana 

mereka mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan 

pencapaian suatu hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-

tujuan yang ingin diraih. 

       Grindle pun berpendapat hampir serupa dengan pernyataan 

sebelumnya (dalam Agustino, 2012:139), bahwa: 

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, 
dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan 
yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari 
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individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut 
tercapai”  

 

       Definisi lain dikemukakan  Pressman & Wildavsky (dalam Parsons, 

2001:468), yaitu: 

 ”Implementasai menjadikan orang melakukan apa-apa yang 
diperintahkan dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem dan 
implementasi adalah soal pengembangan sebuah program kontrol yang 
meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang ditetapkan oleh 
hipotesis kebijakan”.  

 

2.1.4. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 

        Setelah mengetahui pengertian dari implementasi kebijakan publik, 

berikutnya akan diuraikan beberapa model implementasi kebijakan publik 

menurut beberapa ahli diantaranya yaitu : 

1) Model Van Meter dan Van Horn  

       Meter & Horn (dalam Nugroho, 2011:627), menjelaskan bahwa model 

ini mengandaikam bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari 

kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa 

variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan 

publik adalah variabel berikut: 

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. 

2. Karakteristik agen pelaksana/implementor. 

3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. 
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4. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor. 

 

2) Model Mazmanian dan Sabatier 

       Dalam Nugroho (2011:629), dijelaskan bahwa model ini 

dikembangkan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983) yang 

mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan 

kebijakan. Model Mazmanian & Sabatier disebut model Kerangka Analisis 

implementasi (A framework for implementation Analysis). Duet Mazmanian 

& Sabatier mengklasifkasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga 

variabel. 

       Pertama, variabel independen, yaitu mudah-tidaknya masalah 

dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis 

pelaksanaan, keragamaan objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. 

Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk 

menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan 

konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber 

dana , keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana 

dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan 

kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses 

implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan 

teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukunjgan pejabat 

yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat 

pelaksana. 
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       Ketiga, variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi 

dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam 

bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, 

penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atau 

kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan 

kebijakan yang bersifat mendasar. 

 

3) Model Hogwood dan Gunn 

       Model yang selanjutnya atau model yang ketiga adalah model Brian 

W. Hogwood & Lewis A. Gunn (dalam Nugroho, 2011:630). Menurut kedua 

pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijkan diperlukan beberapa  

syarat. 

         Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal 

yang dihadapi lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan maslah 

besar. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya 

yang memadai, termasuk sumber daya waktu. Syarat ketiga, apakah 

perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Syarat keempat, 

apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan 

kausalyang andal. Syarat kelima, seberapa banyak hubungan kausalitas yang 

terjadi. Syarat keenam, apakah hubungan saling kebergantungan kecil. Syarat 

ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 

Syarat kedelapan, bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam 

urutan yang benar. Syarat kesembilan, koordinasi dan komunikasi yang 
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sempurna. Syarat kesepuluh, bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang 

kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. 

 

4) Model Goggin, Bowman, dan Lester 

       Dalam Nugroho (2011:633), Malcolm Goggin, Ann Bowman, & 

James Lester mengembangkan apa yang disebutnya sebagai “communication 

model” untuk implementasi kebijakan, yang disebutnya sebagai “Generasi 

Ketiga Model Implementasi Kebijakan” (1990). Goggin, dkk. Bertujuan 

mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah” 

dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya 

variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan faktor 

“komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. 

5) Model Grindle 

         Menurut Grindle (dalam Wibawa, 1994:22), implementasi kebijakan 

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya 

adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi 

kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat 

implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakannya mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan 

2) Jenis manfaat yang dihasilkan 

3) Derajat perubahan yang diinginkan 

4) Kedudukan pembuat kebijakan 
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5) Pelaksana program 

6) Sumber daya yang dikerahkan  

          

         Sementara itu, dari isi yang mencakup hal-hal yang di atas terdapat 

konteks implementasinya adalah sebagai berikut: 

1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat 

2) Karakteristik lembaga dan penguasa 

3) Kepatuhan dan daya tanggap. 
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Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle 
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6) Model Elmore, dkk. 

     Model ini disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), 

dan Benny Hjern & David O’Porter dikemukakan (dalam Nugroho, 

2011:635-636), bahwa dalam model ini dimulai dari mengidentifikasi 

jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada 

mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. 

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang 

mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi 

kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di 

tataran rendah. 

7) Model George C. Edward III 

      Dalam Agustino (2012:150-153), dijelaskan bahwa model 

implementasi yang dikembangkan oleh Edward III berspektif top down. 

Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan 

Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang 

diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat 

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) 

komunikasi; (ii) sumberdaya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi. 
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               Gambar 2.2 Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on 
Implementation (George Edward III)  

 
       Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan, menurut George Edward III, adalah komunikasi. Terdapat 

tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur 

keberhasilan variabel komunikasi, yaitu: 

1) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam 

penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian 

(miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah 

melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan 

terdistorsi ditengah jalan. 

2) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

(street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan 

(tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu 

menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana 

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada 
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tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang 

hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

3) Konsisitensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau 

dijalankan). Krena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, 

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.  

         Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

kebijakan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator 

sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 

1) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, 

memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah 

staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula 

kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan 

(kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau 

melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 

2) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang 

harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan 

tindakan. 
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Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana 

terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di 

dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. 

3) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau 

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan 

para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat 

menggagalkan proses implementasi kebijakan. 

4) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang 

mencukupi, mengerti apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang 

untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung 

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan berhasil. 

         Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi 

kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada 

variabel disposisi, menurut George Edward III, adalah: 

1) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijkan-

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, 



31 
 

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan; lebih khusus lagi bagi kepentingan warga. 

2) Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang 

disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana 

adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya 

orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka 

memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi 

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah 

keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor 

pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan 

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi 

kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.   

          Variabel keempat, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-

sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana 

kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai 

keinginan untuk melaksankan suatu kebijakan, kemungkinan suatu kebijakan 

tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan 

dalam suatu struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut 

adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif 

pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan 

sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya 
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kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

melakukan koordinasi dengan baik. 

         Dari beberapa teori yang peneliti uraikan di atas, maka peneliti 

mengambil salah satu teori yang peneliti anggap paling cocok untuk 

menyelesaikan masalah penelitian yaitu Teori George Edward III. Dalam 

pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang 

sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) 

komunikasi; (ii) sumberdaya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi. 

 

2.1.5. Informasi Publik 

          Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik pada Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan informasi ialah 

keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, 

makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, 

didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara 

elektronik ataupun nonelektronik. 

         Dan berdasarkan undang-undang tersebut juga pada Pasal 1 Ayat 2, 

bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang 

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan 

publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara 

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai 



33 
 

dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik.  

2.2. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang pertama 

adalah penelitian yang berjudul “Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik”, pada tahun 2013 yang 

diteliti oleh Neng Lasmy Liesmaya  dengan Nim 092191,  program studi ilmu 

komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa. Berikut dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini: 
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Tabel 2.1 
Strategi PPID Polda Banten dalam Pelayanan Informasi Publik 

 

No ITEM Peneliti : NENG LASMY LIESMAYA 
Nim : 092191 

1 Judul Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) Polda Banten dalam Pelayanan Informasi Publik 

2 Tahun  2013 

3 Tujuan Penelitian 

1) Menjelaskan proses planning Pejabat pengelola informas 
dan Dokumentasi (PPID) Polda Banten dalam pelayanan 
Informasi Publik 
2) Membahas proses Organizing Pejabat pengelola informas 
dan Dokumentasi (PPID) Polda Banten dalam pelayanan 
Informasi Publik 
3) Mengkaji proses Actuating Pejabat pengelola informas 
dan Dokumentasi (PPID) Polda Banten dalam pelayanan 
Informasi Publik 
4) Menganalisis Controlling Pejabat pengelola informas dan 
Dokumentasi (PPID) Polda Banten dalam pelayanan 
Informasi Publik 

4 Teori 

 Menggunakan Teori Sistem 
1) Objek-objek 
2) Atribut 
3) Hubungan internal 
4) Lingkungan 

5 Metode/Paradigma Metode Kualitatif 
Paradigma interpretatif 

7 Hasil Penelitian / 
Kesimpulan 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses planning  
dalam program pelayanan informasi publik di Polda Banten 
dirumsukan oleh bidang Humas Polda Banten meliputi 
persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan media 
penunjang program; proses organizing dilakukan dalam 
bentuk pelatihan kepada anggota PPID; actuating yaitu 
menyajikan informasi serta merta, berkala dan setiap saat 
pada web pelayanan dan menanggapi permintaan informasi 
publik secara manual; proses controlling dilakukan dengan 
cara menyaring informasi yang akan diberikan atau 
dipublikasikan sesuai ketentuan dalam UU KIP   

8 Persamaan  Mengkaji tentang informasi publik 
9 Perbedaan Perbedaan pada lokasi, fokus  dan metode penelitian 
10 Sumber  Repository fisip untirta 
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 Kemudian penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu berjudul “Kesiapan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam Melaksanakan Undang-undang 

Keterbukaaan informasi publik” oleh Fajar Hari Mulya dengan Nim 072705 prodi 

ilmu administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa pada tahun 2013. Berikut diuraikan pada Tabel 2.2 di bawah ini:  

Tabel 2.2 
Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Dalam melaksanakan 

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik 
 
 

No ITEM Peneliti : FAJAR HARI MULYA 
Nim : 072705 

1 Judul 
Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak 
Dalam melaksanakan Undang-undang 
Keterbukaan Informasi Publik 

2 Tahun  2013 

3 Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah 
kabupaten Lebak dalam melaksanakan undang-
undang keterbukaan informasi publik 

4 Teori 
 Idi Dimyati, tentang realitas sosial, yaitu modal 
sosial, supporting system sinergi, dan harmonisasi 
 

5 Metode/Paradigma Metode Kualitatif 

7 Hasil Penelitian / 
Kesimpulan 

 Pemerintah Kabupaten Lebak belum siap 
melaksanakan undang-undang keterbukaan 
informasi publik karena ketiadaan anggaran 
dalam tata kelola pejabat pengelola informasi dan 
dokumentasi. 

8 Persamaan  Sama sama membahas pelaksanaan suatu 
kebijakan informasi publik 

9 Perbedaan Berbeda lokasi penelitian dan metode yang di 
gunakan yaitu kualitatif 

10 Sumber  Repository fisip untirta 
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2.3. Kerangka Berfikir 

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 
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KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CILEGON 

PPID KOTA CILEGON 

    Teori  George Edward III 

(Direct and Indirect Impact on 

Implementation), yang di kutip 

Agustino, terdapat empat 

variabel yang sangat 

menentukan keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan, 

yaitu: (dalam Agustino) 

1) komunikasi 

2) sumberdaya 

3) disposisi 

4) struktur birokrasi  

 

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CILEGON 

 

 

MASALAH 

1. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan 

pada PPID Kota Cilegon belum mencukupi dari segi 

kuantitas/jumlah aparatur, sehingga pelayanan informasi 

belum optimal. 

2. Sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik di 

Kota Cilegon masih kurang, terlihat dari pelaksanaan 

sosialisasi yang dilakukan PPID Kota Cilegon hanya satu 

kali. 

3. Penyediaan informasi publik dalam media elektronik 

yaitu melalui website dari segi isi belum lengkap dan 

terupdate dengan baik. 

4. Belum dibuatnya SOP dalam pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik di Kota Cilegon 
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2.4. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka dibuat hipotesis dari 

penelitian. Menurut Sugiyono (2013:64) mengatakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan 

dalam Hipotesis ini digunakan Hipotesis Deskriptif, masih dikemukakan oleh 

Sugiyono (2013:67), bahwa Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. 

Dalam penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu sebagai berikut: 

 Ho :  µ ≥ 75% 

Ho :  “Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon paling rendah 75% 

dari nilai idealnya 100%". 

  Ha :  µ ˂75 % 

Ha : “Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik di Kota  Cilegon tercapai kurang dari 

75% dari nilai idealnya 100%". 

 Melihat dari dua hipotesis tersebut, maka peneliti mengambil salah satu 

hipotesis untuk penelitian ini bahwa: 
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 Ha :  µ ˂75 % 

Ha : “Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik di Kota  Cilegon tercapai kurang dari 

75% dari nilai idealnya 100%". 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITAN 

 

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian 

 Usman & Setiadi Akbar (2011:41), mendefinisikan metodologi penelitian 

ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat 

dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan 

epistemologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan 

penelitian. Sedangkan oleh Mikkelsen (1999:313), didefinisikan sebagai alat 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan 

masalah ilmu atau praktis. 

Pada penelitian “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon” menggunakan 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2013:8) 

menjelaskan bahwa, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data berupa kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Irawan (2006:108) menjelaskan bahwa, metode deskriptif digunakan untuk 

mengkaji sesuatu seperti apa adanya (variabel tunggal) atau pola hubungan 
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(korelasional) antara dua atau lebih variabel. Sedangkan menurut Suryabrata 

(1992:24), metode penelitian deskriptif adalah penelitian mendalam mengenai unit 

sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan 

terorganisasi mengenai unit tersebut. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup 

penelitian difokuskan pada implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 

2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Jadi, penelitian ini 

lebih difokuskan pada implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 

tentang keterbukaan informasi publik dengan lingkup Kota Cilegon. 

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Bagian 

Komunikasi dan Informasi. Di Sekretariat Daerah Kota Cilegon pada Bagian  

komunikasi dan informasi terdapat tempat pelayanan informasi publik atau di 

kenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Daerah Kota 

Cilegon. Mengapa dipilih di PPID Kota Cilegon karena peneliti ingin mengetahui 

tinggi Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 tentang keterbukaan 

informasi publik di Kota Cilegon.  
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3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Definisi Konsep 

Variabel dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik, 

kebijakan publik yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan lokus penelitian yaitu Kota 

Cilegon. Menurut peneliti teori yang dapat diujikan untuk mengetahui 

implementasi dari peraturan pemerintah tersebut adalah teori George Edward 

III, peneliti menggunakan teori tersebut berdasarkan pemasalahan yang 

ditemukan oleh peneliti pada tahap observasi lapangan. Berdasarkan 

permasalahan di lapangan maka peneliti memutuskan untuk menggunakan 

teori dari George Edward III untuk mengetahui implementasi dari peraturan 

pemerintah no 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. Teori 

implementasi George Edward III mempunyai empat dimensi dalam 

mengukur pelaksanaan suatu kebijakan yaitu : 

1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Disposisi 

4. Struktur birokrasi 

Keempat dimensi tersebut diatas dijabarkan melalui indikator-

indikator yang kemudian dijadikan pertanyaan-pertanyaan pada instrumen 
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penelitian untuk mengukur implementasi peraturan pemerintah no 61 tahun 

2010 tentang keterbukaa informasi publik di Kota Cilegon. 

3.4.2. Definisi Operasional 

Pada penelitian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon yang menjadi 

variabel adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Teori yang digunakan adalah teori 

implementasi George Edward III, berikut rincian dari dimensi dan indikator 

yang digunakan pada Tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

Variabel Dimensi  Indikator Nomor Butir Pertanyaan pada 
Instrumen 

Implementasi 
Peraturan 

Pemerintah 
Republik 

Indonesia No 61 
Tahun 2010 

Tentang 
Keterbukaan 

Informasi Publik 
Di Kota Cilegon 

Komunikasi 
Transmisi 1,2 
Kejelasan 3 

Konsistensi 4 

Sumber Daya 

Staff 5 
Informasi 6,7 

Wewenang 8 
Fasilitas 9, 10, 11, 12 

Disposisi 
Pengangkatan 

Birokrat 13 

Insentif 14, 15 
Struktur 
Birokrasi 

SOP 16 
Fragmentasi 17 

Sumber : George Edward III (dalam Agustino, 2012:150-153) 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan teori George Edward III 

memilik empat dimensi yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi 

dan struktur birokrasi.  

Pada dimensi komunikasi dijabarkan dengan 3 (tiga) indikator yaitu, 

transmisi, kejelasan dan konsistensi dengan nomor pertanyaan pada 

instrumen pertanyaan nomor 1 dan 2 untuk indikator transmisi, pertanyaan 

nomor 3 untuk indikator kejelasan, dan pertanyaan nomor 4 untuk indikator 

konsistensi.  

Dimensi yang kedua, yaitu sumber daya dijabarkan dengan 4 

indikator yaitu staff, informasi, wewenang dan fasilitas dengan nomor 

pertanyaan pada instrumen pertanyaan nomor 5 untuk indikator staff, 

pertanyaan nomor 6 dan 7 untuk indikator informasi, pertanyaan nomor 8 

untuk indikator wewenang dan pertanyaan nomor 9, 10, 11, dan 12 untuk 

indikator fasilitas. 

Selanjutnya dimensi yang ketiga yaitu disposisi dijabarkan dengan 2 

indikator yaitu pengangkatan birokrat dan insentif dengan nomor pertanyaan 

pada instrumen pertanyaan nomor 13 untuk indikator pengangkatan birokrat 

dan pertanyaan nomor 14 dan 15 untuk indikator insentif. 

Dimensi yang keempat yaitu struktur birokrasi, dijabarkan dengan 2 

indikator yaitu standar operasional prosedur dan fragmentasi dengan nomor 

pertanyaan pada instrumen, pertanyaan nomor 16 untuk indikator standar 

operasional prosedur dan pertanyaan nomor 17 untuk indikator fragmentasi.  
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3.5. Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2013:102) mengemukakan bahwa, pada prinsipnya meneliti 

adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti 

dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan 

daripada melakukan penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah 

laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. 

Sugiyono (2013:102) melanjutkan penjelasannya, karena pada prinsipnya 

meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat 

ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun 

sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian. 

Dijelaskan oleh Bungin (2009:123), bahwa pada penelitian kuantitatif 

dikenal beberapa metode pengumpulan data, antara lain metode angket, 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

selain kuesioner, metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Peneliti mengunakan teknik pengumpul data yang terdiri dari beberapa 

teknik yaitu :  
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a.  Wawancara (interview) 

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara. Menurut Denzin (dalam Chaedar, 

2006:154), wawancara adalah pertukaran percakapan dengan tatap muka dimana 

seseorang memperoleh informasi dari yang lain. 

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur. Sugiyono (2013:138) menjelaskan bahwa  wawancara terstruktur, 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data 

telah mengetahui dengan pasti tentang  informasi apa yang akan diperoleh. Oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan 

instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabannya pun telah disiapkan. 

     b. Observasi  

 Observasi atau pengamatan menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2013:145), 

bahwa observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang 

tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Sedangkan menurut Guba & 

Lincoln (dalam Moleong, 2013:175), jika diikhtisarkan alasan secara metodologis 

bagi penggunaan pengamatan ialah : pengamatan mengoptimalkan kemampuan 

peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan 

sebagainya;  
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Observasi dapat dibedakan menjadi participant observation (observasi 

berperan serta) dan non-participant observation (observasi non partisipan) dari 

segi proses pelaksanaan pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan non-participant observation atau observasi non partisipan. 

Moleong (2013:177) mengemukakan, bahwa peranan peneliti sebagai pengamat 

dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagi pemeranserta tetapi melakukan fungsi 

pengamatan. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:145), kalau dalam observasi 

partisipan peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang 

diamati, maka dalam observasi non partisipan peneliti tidak terlibat dan hanya 

sebagai pengamat independen. 

    c. Dokumentasi  

Menurut Bungin (2009:144), Metode dokumenter adalah salah satu 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. 

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, 

kenang-kenanganan, laporan dan sebagainya. 

3.6. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Irawan (2006:113), populasi (validitas eksternal) adalah 

keseluruhan objek atau subjek yang menjadi sasaran generalisasi. Maka peneliti 

mengambil sampel kemudian menelitinya sebagai generalisasi populasi. Tujuan 

peneliti mengambil sampel adalah karena satu dan lain alasan tidak dapat meneliti 

seluruh populasi. 
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Populasi penelitian ini difokuskan pada pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon pada tahun 2013 hingga 2014. Peneliti mengambil populasi dari populasi 

yang paling mungkin menggunakan informasi publik di Kota Cilegon yaitu 

populasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Cilegon, populasi koperasi Kota 

Cilegon, populasi perusahaan Kota Cilegon dan populasi perguruan tinggi swata 

Kota Cilegon. Data dari 4 populasi yang telah disebutkan didapatkan dari masing-

masing sumber yaitu koperasi dan perusahaan didapatkan dari Dinas 

perindustrian, perdagangan dan koperasi Kota Cilegon kemudian data populasi 

perguruan tinggi swasta diperoleh dari Cilegon dalam angka 2013 dan data 

lembaga swadaya masyarakat diperoleh dari Kesbanglinmas Kota Cilegon. 

Jumlah dari keseluruhan stakeholder yang diperoleh adalah 1619.  

Karena alasan keterbatasan peneliti yaitu alasan luas wilayah, biaya dan 

waktu penelitian merujuk justifikasi di atas, maka untuk mendapatkan sampel 

yang representatif peneliti  menggunakan rumus untuk mencari data yang lebih 

akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus Slovin dengan tingkat 

kesalahan sebesar 10% yang dikutip oleh Prasetyo (2008:137-138) yaitu: 
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  Rumus 3.1 
Slovin 

 
 

n ≥     N  Keterangan : 

      1 + Ne2   n : ukuran sampel 

    N: ukuran populasi 

            e : sampling error  (10%) 

n ≥     N ≥            1619 

      1 + Ne2            1 + (1619)(0.1)2 

   ≥            1619 

                1 + 16,19 

   ≥            1619 

       17,19 

   ≥            94,18  

   ≈   94 

Berdasarkan rumus Slovin di atas dengan tingkat kesalahan sebesar 10% 

dari populasi 1619 pengguna informasi publik di Kota Cilegon dan didapatkan 

sampel sebesar 94 stakeholder. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Teknik Incidental Sampling yaitu teknik pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti 
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dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang organisasi swasta yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data.   

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melalui tahapan sebagai berikut : 

1. Editing 

Dalam editing, akan diteliti kembali hal-hal mengenai kelengkapan 

pengisian terhadap semua pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner, 

tulisan yang tertera harus dapat dibaca, kalimatnya harus jelas 

maknanya sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam menafsirkan, 

apakah jawaban-jawaban responden cukup logis dan terdapat 

kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, dan jawaban 

harus relevan dengan pertanyaan. 

2. Coding dan Scoring, merupakan usaha mengklasifikasi atau 

mengelompokkan jawaban responden berdasarkan macamnya, dengan 

cara memberikan kode terhadap jawaban responden dalam kuesioner 

sesuai dengan kategori masing-masing, kemudian diberikan skor 

dengan menggunakan skala likert.  

 
Skor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sangat setuju/Selalu/Sangat baik/Sangat tanggap diberi skor : 4 

b. Setuju/Sering/Baik/Tanggap diberi skor : 3 

c. Tidak setuju/Kadang-kadang/Tidak baik/Tidak tanggap diberi skor 

:2 
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d. Sangat tidak setuju/Tidak pernah/Sangat tidak baik/Sangat tidak 

tanggap     diberi skor : 1 

3. Tabulating 

Dalam tabulasi ini keseluruhan hasil kuesioner dijumlahkan dan dicari 

nilainya dengan menggunakan tabel frekuensi, sebagai dasar untuk 

menganalisis data. 

 
Setelah data selesai diolah maka tahap selanjutnya adalah analisis data. 

Analisis data merupakan upaya peneliti untuk menyederhanakan dan menyajikan 

data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti sehingga mudah 

dipahami dan diinterpretasi oleh pembaca atau penguji. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode analisis data kuantitatif, dimana diperlukan 

perhitungan matematis atau teknik statistik sebagai alat bantu analisis. Berikut 

adalah rumus pengujian hipotesis dekriptif dalam Sugiyono (2013:178-179) yang 

diajukan dalam penelitian ini yang menggunakan rumus T-Test (Uji T) untuk satu 

sampel : 
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Rumus 3.2 
T-Test (Uji T) 

 

 

 

 

 

Keterangan :    

  t   = Nilai t hitung 

  X  = Nilai rata – rata  

  o  = Nilai yang di hipotesiskan  

  s = Simpangan baku sampel 

  n  = Jumlah anggota sampel  

3.8. Jadual Penelitian 

Waktu penelitian  dilakukan selama Oktober 2013 – Oktober 2014. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini: 

 

 

 

 

 

n
s
μXt O
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Tabel 3.2 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
                                   Waktu     

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt 
 '13  '13  '13  '14  '14  '14  '14  '14 '14 „14 „14 „14 „14 

1 
Menentukan 
Judul                 

     

2 
Observasi 
Awal                 

     

3 
Pengumpulan 
Data                 

     

4 
Penyusunan 
Laporan                 

     

5 
Seminar Ujian 
Proposal                 

     

6 
Revisi 
Proposal                 

     

7 

Pengolahan 
dan Analisis 
Data                 

     

8 Sidang Skripsi                 
     

9 Revisi Laporan                 
     

Sumber: Peneliti 2014 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kota Cilegon 

Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

1999 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 1999. Secara geografis Kota 

Cilegon berada pada posisi koordinat 5052’24’ – 6004’07” Lintang Selatan 

(LS) dan 105054’05” – 106005’11” Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 

175,51 Km2 dan dibatasi oleh : 

1. Sebelah Barat     :  Selat Sunda 

2. Sebelah Utara     :  Kab. Serang 

3. Sebelah Timur    :  Kab. Serang 

4. Sebelah Selatan  :   Kab. Serang 

 Kota Cilegon sebagai kota yang berada pada ujung barat Pulau Jawa 

merupakan pintu gerbang utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan 

Sumatera, sehingga menjadikan Kota Cilegon sebagai kota industri karena 

memilik posisi yang cukup strategis.  
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Gambar 4.1  Peta Kota Cilegon 

 

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tentang pemerintahan daerah, 

Pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) 

Nomor 7 tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan di Kota Cilegon yang 

menyatakan bahwa daerah Kota Cilegon memiliki 43 Kelurahan dari 8 

Kecamatan, yaitu : 

1. Kecamatan Cilegon berjumlah 5 Kelurahan  
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2. Kecamatan Ciwandan berjumlah 6 Kelurahan 

3. Kecamatan Pulomerak berjumlah 4 Kelurahan 

4. Kecamatan Cibeber berjumlah 6 Kelurahan 

5. Kecamatan Grogol berjumlah 4 Kelurahan 

6. Kecamatan Purwakarta berjumlah 6 Kelurahan 

7. Kecamatan Jombang berjumlah 5 Kelurahan 

8. Kecamatan Citangkil berjumlah 7 Kelurahan 

 

Kota Cilegon memiliki Visi dan Misi tahun 2011 - 2015 sebagai berikut: 

 
a. Visi 

Menilik kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan yang 

dihadapi sampai dengan Tahun 2015 serta mempertimbangkan 

potensi dan harapan masyarakat Kota Cilegon maka “visi Kota 

Cilegon Tahun 2011-2015” adalah : 

“MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI 

DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA” 

Visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015 tersebut 

diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota 

Cilegon Tahun 2006-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota CILEGON 

Tahun 2006-2026 yaitu : “CILEGON PUSAT INDUSTRI, 

PERDAGANGAN, DAN JASA TERDEPAN DI PULAU 
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JAWA”, serta merupakan kelanjutan perwujudan dari visi 

pembangunan RPJMD Kota Cilegon periode sebelumnya (RPJMD 

Kota Cilegon Tahun 2006-2011) 

Harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota 

Cilegon Tahun 2011-2015 adalah terwujudnya Kota Cilegon 

sebagai kota pusat Industri, Perdagangan dan Jasa yang saling 

mendukung guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Arah kebijakan pencapaian visi jangka panjang diletakan kepada 

penyiapan landasan pokok, infrastruktur dan suprastruktur utama 

dan penunjang, serta pembentukan kultur budaya masyarakat, yang 

didukung oleh upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

sistematis, dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. 

Adapun indikasi wujud pencapaian sasaran strategi visi 

pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015 adalah : 

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, 

2. Menurunnya kemiskinan, 

3. Menurunnya pengangguran, 

4. Meningkatnya kinerja dan kualitas perekonomian. 

Dalam konteks keterpaduan pembangunan nasional dan 

provinsi, visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 2011-2015 

merupakan wujud komitmen seluruh masyarakat Kota Cilegon 
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untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Banten 

dan visi pembangunan nasional. 

 
b. Misi 

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kota Cilegon Tahun 

2011-2015 maka dirumuskan “misi pembangunan Kota Cilegon 

Tahun 2011-2015” adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui daya 

dukung sektor industri, perdagangan dan jasa; 

3. Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui 

pengembangan kepelabuhanan, pergudangan, penataan 

ruang dan pengelolaan lingkungan; 

4. Mempersiapkan sumber daya manusia melalui 

pendidikan, kesehatan, dan keagamaan; 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

bersih, berkeadilan, demokratis berlandaskan hukum 

serta berorientasi publik. 

 4.1.2    Sekretariat Daerah Kota Cilegon 

        Sekretariat Daerah (Setda) Pemkot Kota Cilegon dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2008, 
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pembentukan ini berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat 

Daerah, perlu menata Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon.  Tugas dan 

kewajiban pokok Setda adalah membantu Walikota dalam menyusun 

kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Untuk menjalankan tugas 

pokoknya, Setda menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya penyusunan 

kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas 

daerah dan lembaga teknis daerah serta  lembaga lainnya yang termasuk 

perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan 

daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. Sekretariat Daerah ini bertempat di Jl. Jendral Sudirman 

No. 2 Cilegon. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas : 

A. Sekretaris Daerah;  B. Asisten I, membawahkan :  

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :  

a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;   

b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;   

c. Sub Bagian Bina Pertanahan.   

2. Bagian Hukum, membawahkan :  

a. Sub Bagian Perundang-undangan;   

b. Sub Bagian Bantuan Hukum; 

 c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.   

3. Bagian Komunikasi dan Informasi, membawahkan :   
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a. Sub Bagian Media Massa dan Publikasi;  

b. Sub Bagian Data Elektronik, Sanditel dan Dokumentasi;   

c. Sub Bagian Penyiaran Radio.   

C. Asisten II, membawahkan :   

1. Bagian Keuangan, membawahkan :   

a. Sub Bagian Anggaran;   

b. Sub Bagian Perbendaharaan;   

c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.   

2. Bagian Pengendalian Program, membawahkan :   

a. Sub Bagian Program;   

b. Sub Bagian Pengendalian;   

c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.  

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :   

a. Sub Bagian Bantuan Kemasyarakatan;   

b. Sub Bagian Bantuan Sarana Keagamaan;   

c. Sub Bagian Bina Keagamaan.   

D. Asisten III, membawahkan :   

1. Bagian Organisasi, membawahkan :   

a. Sub Bagian Kelembagaan;   

b. Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;   

c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.   

2. Bagian Umum, membawahkan :  

a. Sub Bagian Tata Usaha;   
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b. Sub Bagian Rumah Tangga;  

c. Sub Bagian Protokol.   

3. Bagian Perlengkapan dan Asset, membawahkan :   

a. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan;   

b. Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Asset;   

c. Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Asset.   

e. Kelompok Jabatan Fungsional.   

      Rincian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan pada 

Sekretariat  Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.  
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WALIKOTA CILEGON 

H. Tb. Iman Ariyadi, S.Ag, MM.Msi 

 

SEKRETARIAT DAERAH 

H. Abdul Hakim Lubis, SH, M.Si (IVD) 

                     

 

 
Gambar 4.2  Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cilegon 

  

4.1.3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota 

Cilegon 

Pemberlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik 30 April 2010 merupakan momentum penting 

dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia khususnya di Kota 

Cilegon. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak 

setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan setiap 

badan publik untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan 

informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Dengan dibuatnya 

peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-

undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang 

mengamanatkan bahwa pelaksanaan keterbuakaan informasi publik 

ASISTEN III 

Ir. Hj. Sari Suryati, MM 
(IVC) 

ASISTEN I 

Dra. Hj. Ratu Ati Marliati, MM 
/IVB 

ASISTEN II 

Tatang Muftadi, SE 
(IVB) 

STAFF 

AHLI 
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dilaksanakan oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi) 

maka pemerintah Kota Cilegon mengeluarkan kebijakan berupa keputusan 

walikota Cilegon nomor : 060/Kep. 562-org/2012 tentang organisasi 

pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Kota Cilegon. Maka PPID 

Kota Cilegon dibentuk berdasarkan keputusan walikota Cilegon yang 

dikeluarkan pada tahun 2012. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya, PPID Kota Cilegon berfungsi : 

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi publik di lingkungan 

pemerintahan Kota Cilegon 

2.  Penataan dan penyimpanan informasi publik di lingkungan pemerintahan 

Kota Cilegon 

3.  Penyelesaian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam 

kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik yang 

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

4.  Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik di tingkat pusat dan 

tingkat satuan kerja jika diperlukan oleh satuan kerja 

5.  Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik 

6.  Melakukan koordinasi dengan PPID pembantu dalam pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik serta dokumentasi 

Adapun struktur organisasi dari PPID Kota Cilegon adalah sebagai 

berikut : 

 

 



63 
 

 

PPID UTAMA 

 

PEMBANTU PPID 
UTAMA 

 

PPID PEMBANTU 

 

Gambar 4.3  Struktur Organisasi PPID Kota Cilegon 

 

Keterangan tentang struktur organisasi PPID Kota Cilegon dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. PPID Utama                   :   Kepala Bagian Kominfo Setda Kota 

Cilegon 

2. Pembantu PPID Utama             :   

1) Bidang pelayanan informasi, 

yaitu Kepala Sub Bagian Media 

Masa 

2) Bidang Pengelolaan Informasi 

dan Dokumentasi yaitu, Kepala 

Sub Bagian Data Elektronik, 

Dokumentasi dan Sanditel 

Bagian Kominfo Setda Kota 

Cilegon 
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3) Bidang Pengaduan dan 

Penyelesaian Sengketa yaitu, 

Kepala Sub Bagian Bantuan 

Hukum Bagian Hukum Setda 

Kota Cilegon. 

3. PPID Pembantu                     :  

1) Sekretaris pada Badan se-Kota 

Cilegon 

2) Sekretaris pada Dinas se-Kota 

Cilegon 

3) Sekretaris Inspektorat Kota 

Cilegon 

4) Kepala Bagian Umum 

Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Cilegon 

5) Wakil Direktur Umum dan 

Keuangan Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Cilegon 

6) Sekretaris Korp Pegawai 

Republik Indonesia Kota 

Cilegon 

7) Kepala Bagian Pada Setda Kota 

Cilegon 
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8) Kepala Sub Bagian 

Dokumentasi Hukum pada 

Bagian Hukum setda Kota 

Cilegon 

9) Sekretaris Kecamatan se-Kota 

Cilegon 

10) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Kantor Pemadam Kebakaran 

Kota Cilegon 

11) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Kantor Penanaman Modal Kota 

Cilegon 

12) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Kantor Perpustakaan dan Arsip 

Kota Cilegon 

13) Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Cilegon 

14) Sekretaris Kelurahan se-Kota 

Cilegon    
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4.2. Deskripsi Data 

4.2.1. Identitas Responden 

Responden pada penelitian ini adalah seluruh instansi swasta yang 

berada di Kota Cilegon, yaitu perusahaan swasta, lembaga swadaya 

masyrakat, koperasi dan perguruan tinggi swasta yakni sebanyak 1619. 

Dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% 

maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 94 organisasi. 

Kemudian Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Teknik Incidental Sampling yaitu teknik pengambilan anggota sampel dari 

populasi dilakukan secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel. 

Dalam mengisi kuesioner responden diminta mencantumkan identitas 

diri guna menunjang data. Identitas diri meliputi nama, jenis kelamin, status 

jabatan dalam organisasi dan nama instansi/organisasi. Untuk data responden 

berdasarkan jenis kelamin berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat di 

lihat pada diagram di bawah ini : 
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Diagram 4.1  Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan diagram 4.1 di atas dapat diketahui bahwa prosentasi 

responden laki-laki sebanyak 89 orang atau 95%, sedangkan responden 

perempuan sebanyak 5 orang atau 5%. Jumlah responden laki-laki lebih 

banyak dibandingkan dengan jumlah responden perempuan. Jika pada 

diagram dapat terlihat bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak 

dibandingkan responden perempuan itu dikarenakan laki-laki lebih banyak 

jumlahnya yang bekerja dibanding perempuan. Karena laki-laki bekerja 

untuk menghidupi keluarga lain halnya dengan perempuan, jumlah 

perempuan sedikit dikarenakan memang kebanyakan perempuan lebih 

mengurus rumah tangga dan laki-laki bekerja untuk rumah tangga tersebut. 

Dan bisa dikatakan jumlah laki-laki memang lebih banyak dibanding dengan 

perempuan pada dunia kerja. 

95%

5%

Laki-laki Perempuan
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Selanjutnya adalah identitas responden berdasarkan status jabatan 

dalam instansi atau organisasi, berikut diagramnya : 

 

 

Diagram 4.2  Identitas Responden Berdasarkan Status Jabatan 
Dalam Organisasi 

 
Berdasarkan diagram 4.2 di atas dapat diketahui bahwa prosentasi 

responden yang mempunyai status jabatan sebagai staff sebanyak 68 orang 

atau 73%, status jabatan pengurus sebanyak 17 orang atau 18%, status 

jabatan pemilik sebanyak 7 orang atau 8% dan status jabatan ketua sebanyak 

1 orang atau 1%. Jumlah responden dengan status jabatan staff lebih banyak 

dari status jabatan lainnya, ini dikarenakan staff lebih dimungkinkan 

membutuhkan informasi publik untuk keperluan penunjang organisasi atau 

instansi dibandingkan dengan status jabatan lainnya pada organisasi. 

Kemudian yang selanjutnya identitas berdasarkan bentuk organisasi 

dari masing-masing organisasi, berikut diagramnya : 

73%

8%

18%

1%

Staff Pemilik Pengurus Ketua
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Diagram 4.3 Identitas Berdasarkan Bentuk Organisasi Masing-
Masing Responden 

 

Berdasarkan diagram 4.3 dapat diketahui bahwa prosentase identitas 

responden berdasarkan bentuk organisasi yaitu responden pada organisasi 

yang berbentuk perseroan terbatas (PT) sebanyak 66 orang atau 70%, 

responden pada organisasi berbentuk koperasi sebanyak 19 orang atau 20%, 

responden pada organisasi berbentuk persekutuan komanditer (CV) sebanyak 

5 orang atau 6%, responden pada organisasi berbentuk lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) sebanyak 2 orang atau 2% dan responden pada bentuk 

organisasi perusahaan dagang (Pd) dan organisasi berbentuk perguruan tinggi 

masing-masing 1 orang atau 1%. Jumlah responden pada organisasi 

berbentuk perseroan terbatan (PT) lebih banyak jumlahnya dibandingkan 

dengan responden pada bentuk organisasi lainnya itu disebabkan kepentingan 

terhadap informasi publik lebih banyak dibutuhkan oleh organisasi berbentuk 

70%

6%

2%

20%

1%
1%

PT CV LSM Koperasi Perguruan Tinggi Pd
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perseroan terbatas guna menunjang organisasi tersebut dalam menjalankan 

kegiatan organisasi. Perseroan terbatas berkepentingan terhadap informasi 

publik, dapat dideskripsikan bahwa suatu perusahaan memerlukan informasi 

berupa informasi pelelangan tender pembangunan begitu hal nya pun dengan 

persekutuan komanditer (CV) yang bergerak pada bidang yang sama dan 

kepentingan yang berbeda beda terhadap informasi publik pada organisasi 

lainnya.  

4.2.2. Analisis Data 

4.2.2.1. Implementasi berdasarkan Dimensi Komunikasi 

Implementasi pada dimensi komunikasi ini terbagi atas 3 

(tiga) indikator, yaitu indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi. 

Berikut adalah indikator beserta pertanyaannya. 

1. Indikator Transmisi 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di peroleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator transmisi, berikut adalah diagram 

dan pertanyaannya : 
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Diagram 4.4  Pelaksanaan Pelayanan Informasi Secara Cepat Oleh 
PPID 

 

Berdasarkan diagram 4.4 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan 

pelayanan informasi publik secara cepat adalah, 46 responden atau 

sekitar 49% menjawab setuju,  25 responden atau sekitar 27% 

menjawab sangat setuju, 23 responden atau sekitar 24% menjawab 

tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju. Dengan demikian dapat dikatakan secara mayoritas responden 

setuju bahwa PPID sudah melaksanakan pelayanan informasi publik 

secara cepat. Adapun sebagian responden yang menjawab tidak setuju 

dikarenakan dalam pelayanan ada saja suatu hal yang dapat 

menghambat ataupun memperlambat pelayanan informasi publik. 

Tetapi dengan banyaknya responden yang menjawab setuju maka 

27%

49%

24%

0%

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju 
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dapat dikatakan bahwa selama ini PPID sudah melaksanakan 

pelayanan informasi publik secara cepat. 

Selanjutnya diagram hasil penelitian berdasarkan butir 

pertanyaan kedua dalam indikator transmisi, berikut adalah diagram 

beserta pertanyaannya :  

 

 
 

Diagram 4.5  Pelaksanaan Mekanisme Berdasarkan Prinsip Cepat, 
Tepat Waktu dan Biaya Ringan Oleh PPID 

 
Berdasarkan diagram 4.5 diatas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan 

mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada 

prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan adalah, 51 responden atau 

sekitar 54% menjawab tidak setuju, 36 responden atau sekitar 38% 

menjawab setuju, 7 responden atau sekitar 8% menjawab sangat tidak 

setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat setuju. Dengan 

demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan menjwab tidak 

0%

38%

54%

8%

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju 
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setuju bahwa PPID sudah melaksanakan mekanisme untuk 

memperoleh informasi publik didasarka pada prinsip cepat, tepat 

waktu, dan biaya ringan. Ini dikarenakan dalam mekanisme 

sesungguhnya ada pelaksanaan dari PPID yang tidak tepat dengan 

prinsip yang seharusnya. Dalam memperoleh informasi responden 

menilai kecepatan memperoleh informasi tidak secepat yang 

diinginkan ataupun tepat pada waktunya. 

2. Indikator Kejelasan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator kejelasan, berikut diagram dan 

pertanyaannya: 

 

 
 

Diagram 4.6  Pelaksanaan Pembuatan Pertimbangan Tertulis Oleh 
PPID 

 

35%

65%

0%

0%
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Berdasarkan diagram 4.6 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID sudah membuat pertimbangan 

tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap 

pemohon informasi publik adalah, 61 responden atau sekitar 65% 

menjawab setuju, 33 responden atau sekitar 35% menjawab sangat 

setuju dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas dapat 

dikatakan responden menjawab setuju bahwa PPID selama ini sudah 

membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil 

untuk memenuhi setiap pemohon informasi publik. Ini dikarenakan 

pada pelaksanaan PPID selalu memberikan berupa keterangan tertulis 

kepada pemohon tentang informasi publik baik itu pada saat 

permohonan ataupun pada saat penyampaian informasi kepada 

pemohon informasi publik.  

 
3. Indikator Konsistensi 
 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator konsistensi, berikut diagram dan 

pertanyaannya: 
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Diagram 4.7  Pelaksanaan Pelayanan Informasi Sesuai Prosedur Oleh 
PPID 

 

Berdasarkan diagram 4.7 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan 

pelayanan informasi sesuai dengan prosedur pelayanan informasi 

publik adalah, 60 responden atau sekitar 64% menjawab setuju, 29 

responden atau sekitar 31% menjawab sangat setuju, 5 responden atau 

sekitar 5% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatan secara 

mayoritas responden setuju bahwa PPID sudah melaksanakan 

pelayanan informasi sesuai dengan prosedur pelayanan informasi 

publik. PPID dalam melayani informasi publik salah satunya 

melakukan pencatatan mengenai data pemohon dan jenis informasi 

seperti apa yang diminta oleh pemohon informasi dan prosedur seperti 

31%

64%

5%

0%

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju 
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itu selalu dilaksanakan dalam proses pelayanan informasi publik di 

PPID Kota Cilegon. 

4.2.2.2. Implementasi berdasarkan Dimensi Sumber Daya 

Implementasi pada dimensi sumber daya ini terbagi atas 

empat (4) indikator, yaitu indikator staff, informasi, wewenang dan 

fasilitas. Berikut adalah indikator beserta pertanyaannya. 

1. Indikator Staff 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator staff, berikut diagram dan 

pertanyaannya : 

 

 
 

Diagram 4.8  Pelaksanaan Penunjukan Pejabat Sesuai Bidang oleh 
PPID 

 
Berdasarkan diagram 4.8 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID sudah dijabat oleh seseorang 
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yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan 

dokumentasi adalah, 54 responden atau sekitar 58% menjawab setuju, 

36 responden atau sekitar 38% menjawab tidak setuju, 4 responden 

atau sekitar 4% menjawab sangat tidak setuju dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat setuju. Dengan demikian dapat dikatakan 

secara mayoritas responden menjawab setuju meskipun responden 

yang menjawab tidak setuju pun cukup banyak. Hal ini dikarenakan 

adanya keragaman dari latar belakang pejabat pelaksana dalam segi 

pendidikan, pelaksana pelayanan tidak selalu seseorang yang 

membidangi pengelolaan informasi dan dokumentasi, tetapi dalam 

pelaksanaan keterbukaan informasi publik sudah melaksanakan sesuai 

bidang yaitu melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi. 

 
2. Indikator Informasi 
 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator informasi, berikut diagram dan 

pertanyaannya : 
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Diagram 4.9  Pelaksanaan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan 
Oleh PPID 

 
Berdasarkan diagram 4.9 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan penetapan 

informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu 

pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses adalah, 

58 responden atau sekitar 62% menjawab setuju, 26 responden atau 

sekitar 28% menjawab sangat setuju, 10 responden atau sekitar 10% 

menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju. Dengan demikian dapat dikatakan secara mayoritas 

responden menjawab setuju bahwa PPID sudah menetapkan informasi 

yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya 

sebagai informasi publik yang dapat diakses. Penetapan terhadap 

informasi publik yang dikecualikan memang sangat penting, mengingat 

informasi tersebut dikecualikan pasti PPID mempunyai pertimbangan 
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Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju 
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tersendiri dan mempunyai dasar mengapa informasi publik tersebut 

dikecualikan. Dan setelah habis jangka waktu pengecualiannya PPID 

menetapkan bahwa informasi yang dulu tidak dapat diakses pada 

periode berikutnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan sudah 

dapat diakses. 

Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian lapangan 

dari butir kedua dari indikator informasi, berikut adalah diagram dan 

pertanyaannya : 

 

 

 
 

Diagram 4.10  Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Oleh 
PPID 
 

Berdasarkan diagram 4.10 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan 

pengujian konsekuensi pada informasi publik yang disediakan adalah, 

63 responden atau sekitar 67% menjawab setuju, 16 responden atau 
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sekitar 17% menjawab sangat setuju, 15 responden atau sekitar 16% 

menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab 

sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas dapat dikatan 

responden menjawab setuju bahwa PPID sudah melaksanakan 

pengujian konsekuensi pada informasi publik yang disediakan. 

Responden menilai bahwa instansi publik dalam mengeluarkan suatu 

kebijakan dalam hal ini adalah informasi publik pasti terlebih dahulu 

melihat dasar hukum dan dampak dari kebijakan tersebut. Dalam hal 

informasi publik sebelum informasi publik itu dikeluarkan harus 

terlebih dahulu untuk uji konsekuensi agar di masa mendatang tidak 

menimbulkan suatu hal yang negatif, khususnya dalam lingkup Kota 

Cilegon. 

 
3. Indikator Wewenang 
 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator wewenang, berikut diagram dan 

pertanyaannya : 
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Diagram 4.11  Pelaksanaan penetapan klasifikasi Dalam Bentuk Surat 
Klasifikasi Oleh PPID 

 
 

Berdasarkan diagram 4.11 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID dalam pengklasifikasian 

informasi sudah menetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi 

untuk informasi publik adalah, 56 responden atau sekitar 60% 

menjawab setuju, 22 responden atau sekitar 23% menjawab tidak 

setuju, 8 responden atau sekitar 9% menjawab sangat tidak setuju dan 

8 responden atau sekitar 8% menjawab sangat setuju. Dengan 

demikian secara mayoritas responden menjawab setuju terkait 

penetapan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk surat 

penetapan. Adapun responden yang menjawab tidak setuju 

dikarenakan kurangnya pengetahuan dari responden terhadap bentuk 

surat pentapan klassifikasi yang dioleh pejabat yang berwenang, 

pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah PPID Kota Cilegon. 

8%

60%

23%

9%

Sangat setuju Setuju Tidak setuju Sangat tidak setuju 



82 
 

4. Indikator Fasilitas 
 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator fasilitas, berikut diagram dan 

pertanyaannya : 

 

 

 
 

Diagram 4.12  Pelaksanaan Penyediaan Informasi Publik Oleh PPID 
 

Berdasarkan diagram 4.12 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID selama ini sudah 

melaksanakan penyediaan informasi publik adalah, 52 responden atau 

sekitar 55% menjawab setuju, 36 responden atau sekitar 38% 

menjawab sangat setuju, 6 responden atau sekitar 7% menjawab tidak 

setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan 

menjawab setuju terkait bahwa PPID selama ini sudah melaksanakan 
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penyediaan Informasi Publik. Adapun responden yang menjawab 

tidak setuju dikarenakan adanya ketidak puasan responden ketika 

informasi yang dibutuhkan belum tersedia di PPID Kota Cilegon. 

Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian lapangan 

dari butir kedua dari indikator fasilitas, berikut adalah diagram dan 

pertanyaannya : 

 

 
 

Diagram 4.13  Pelaksanaan Penyimpanan Informasi Publik Oleh 
PPID 

 
Berdasarkan diagram 4.13 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID selama ini sudah 

melaksanakan penyimpanan informasi publik adalah, 54 responden 

atau sekitar 57% menjawab setuju, 25 responden atau sekitar 27% 

menjawab tidak setuju, 15 responden atau sekitar 16% menjawab 

sangat setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatan 
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menjawab setuju. Adapun responden yang menjawab tidak setuju 

karena dalam bentuk penyampaian dan ketersediaan informasi publik 

melalui media elektronik masih belum lengkap. Tetapi secara 

mayoritas penyimpanan dalam bentuk dokumentasi sudah dilakukan 

dengan baik terbukti dengan adanya responden yang menjawab sangat 

setuju dari hasil penelitian lapangan. 

Berikutnya  berdasarkan hasil penelitian lapangan dari butir 

ketiga dari indikator fasilitas, berikut adalah diagram dan 

pertanyaannya : 

 

 
 

Diagram 4.14  Pelaksanaan pendokumentasian Informasi Publik Oleh 
PPID 

 
Berdasarkan diagram 4.14 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID selama ini sudah 

melaksanakan pendokumentasian informasi publik adalah, 56 

responden atau sekitar 60% menjawab setuju, 19 responden atau 
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sekitar 20% menjawab sangat setuju, 19 responden atau sekitar 20% 

menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab 

sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden 

dapat dikatakan menjawab setuju terkait dengan pelaksanaan 

pendokumentasian oleh PPID Kota Cilegon. Adapun responden yang 

menjawab tidak setuju karena sedikit dari mayoritas responden tidak 

mengetahui seperti apa pendokumentasian oleh PPID selama ini. 

Karena jika dilihat berdasarkan dasar hukum yaitu PP No. 61 tahun 

2010 tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik, 

pendokumentasian adalah salah satu amanat yang wajib dilaksanakan 

oleh PPID khususnya Pemerintah Kota Cilegon melalui PPID Kota 

Cilegon.  

Kemudian yang terakhir  berdasarkan hasil penelitian 

lapangan yaitu butir ketiga dari indikator fasilitas, berikut adalah 

diagram dan pertanyaannya : 
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Diagram 4.15  Pelaksanaan Pengamanan Informasi Publik Oleh PPID 
 

Berdasarkan diagram 4.15 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID selama ini sudah 

melaksanakan pengamanan informasi publik adalah, 60 responden 

atau sekitar 64% menjawab setuju, 29 responden atau sekitar 31% 

menjawab sangat setuju, 5 responden atau sekitar 5% menjawab tidak 

setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Dengan demikian secara mayoritas responden setuju bahwa PPID 

sudah melaksanakan pengamanan informasi publik dan sedikit sekali 

responden yang menjawab tidak setuju, karena dari beberapa yang 

menjawab tidak setuju tersebut belum paham tentang mengapa 

informasi publik harus diamankan oleh Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon. Tapi hal ini dapat dipahami 

sebagai sesuatu keragaman pada responden yang memang tentang 
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keterbukaan informasi publik ini dalam implementasinya oleh PPID 

Kota Cilegon mulai diberlakukannya pada tahun 2012. 

 
4.2.2.3. Implementasi berdasarkan Dimensi Disposisi 

Implementasi pada dimensi disposisi ini terbagi atas dua (2) 

indikator, yaitu indikator pengangkatan birokrat dan insentif. Berikut 

adalah indikator beserta pertanyaannya. 

1. Indikator Pengangkatan Birokrat 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator pengangkatan birokrat, berikut 

diagram dan pertanyaannya : 

 

 

 
 

Diagram 4.16 Pelaksanaan Pengangkatan Birokrat Oleh PPID 
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Berdasarkan diagram 4.16 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai PPID 

di lingkungan badan publik negara yang berada di daerah khususnya 

daerah Kota Cilegon merupakan pejabat yang membidangi informasi 

publik adalah, 44 responden atau sekitar 47 % menjawab tidak setuju, 

42 responden atau sekitar 45% menjawab setuju, 6 responden atau 

sekitar 6% menjawab sangat tidak setuju dan 2 responden atau sekitar 

2% menjawab sangat setuju. Dengan demikian secara mayoritas 

responden dapat dikatakan tidak setuju terkait dengan pejabat yang 

ditunjuk sebagai PPID di lingkungan badan publik negara yang 

berada di daerah khususnya Kota Cilegon merupakan pejabat yang 

membidangi informasi publik. Ini dikarenakan responden menilai 

adanya pelaksanaan dari pejabat pengelola informasi yang hanya 

mengurusi informasi internal saja, karena hal tersebut penilaian 

responden menjadi tidak setuju. Indikasi lain terkait penujukan 

pejabat yang tidak sesuai dengan bidang informasi publik adalah 

karena sedikitnya pelaksana dalam pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik secara langsung, baik itu secara elektronik maupun 

langsung pada tempat pelayanan informasi. 

 
2. Indikator Insentif 
 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator insentif, berikut diagram dan 

pertanyaannya : 
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Diagram 4.17  Pelaksanaan Pemberian anggaran lebih Oleh PPID 
 

Berdasarkan diagram 4.17 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa bagi pelaksana pelayanan informasi 

di PPID Kota Cilegon yang melaksanakan tugas tambahan untuk 

kepentingan pelayanan diberikan anggaran lebih untuk mendukung 

kelancaran tugas tersebut adalah, 46 responden atau sekitar 49% 

menjawab setuju, 43 responden atau sekitar 46% menjawab tidak 

setuju, 5 responden atau sekitar 5% menjawab sangat tidak setuju dan 

tidak ada responden yang menjawab sangat setuju. Dengan demikian 

secara mayoritas responden dapat dikatakan menjawab tidak setuju, 

dikarenakan adanya penilaian responden tentang anggaran lebih untuk 

pelaksanaan tugas tambahan untuk kepentingan pelayanan. 

Responden yang menjawab setuju dikarenakan pemikiran demi 

kelancaran pelayanan yang ada maka sebagian responden menjawab 
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setuju dengan penambahan anggaran untuk kelancaran pelayanan 

informasi publik. 

Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian lapangan 

dari butir kedua dari indikator insentif, berikut adalah diagram dan 

pertanyaannya : 

 

 
 

Diagram 4.18  Pelaksanaan Penambahan Anggaran Operasional Oleh 
PPID 

 
Berdasarkan diagram 4.18 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan jika dalam anggaran biaya 

penyelenggaraan ditambahkan anggaran operasional untuk pejabat 

fungsional yang membantu PPID Kota Cilegon dalam hal pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon adalah, 47 responden 

atau sekitar 50% menjawab tidak setuju, 24 responden atau sekitar 

26% menjawab sangat tidak setuju, 22 responden atau sekitar 23% 

menjawab setuju dan 1 responden atau sekitar 1% menjawab sangat 
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setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatan 

menjawab tidak setuju dengan penambahan anggaran operasional 

untuk pejabat fungsional dalam membantu PPID dalam pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Ini dikarenakan 

responden menilai bantuan dari pejabat fungsional dalam membantu 

PPID dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik adalah 

sebagai suatu tugas yang diamanatkan oleh pemerintah Kota Cilegon 

demi tercapainya keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. 

4.2.2.4. Implementasi berdasarkan Dimensi Struktur Birokrasi 

  Implementasi pada dimensi struktur birokrasi ini terbagi atas 

dua (2) indikator, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

fragmentasi. Berikut adalah indikator beserta pertanyaannya. 

1. Indikator Standar Operasional Prosedur 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator standar operasional prosedur, berikut 

diagram dan pertanyaannya : 
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Diagram 4.19  Pelaksanaan Penetapan Prosedur Operasional Oleh 
PPID 

 
Berdasarkan diagram 4.19 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID sudah menetapkan prosedur 

operasional penyebarluasan informasi publik adalah, 47 responden 

atau sekitar 50% menjawab tidak setuju, 25 responden atau sekitar 

27% menjawab sangat tidak setuju, 22 responden atau sekitar 23% 

menjawab setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

setuju. Dengan demikian secara mayoritas responden dapat dikatakan 

menjawab tidak setuju bahwa PPID sudah menetapkan prosedur 

operasional penyebarluasan informasi publik. Ini dikarenakan 

penyebarluasan informasi publik yang dilaksanakan masih belum 

maksimal, jika melihat prosedur untuk penyebarluasan informasi 

publik, dilihat dari penyebarluasan melalui elektronik yaitu melalui 

website masih belum lengkap dari segi isi yang seharusnya di muat 
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dalam wbsite tersebut. Hal ini disebabkan dengan prosedur 

operasional penyebarluasan yang pada pelaksanaannya belum 

terealisasi dengan baik. Selain itu, penyebarluasan tentang informasi 

publik dari sosialisasi pun belum maksimal karena sosialisasi selama 

ini yang pernah dilaksanakan terhitung hanya satu kali. 

 
2. Indikator Fragmentasi 
 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh hasil 

penelitian berdasarkan indikator standar fragmentasi, berikut diagram 

dan pertanyaannya : 

 
 

 
 

Diagram 4.20  Pelaksanaan Penetapan Klasifikasi Informasi Disetiap 
Badan Publik Oleh PPID 

 
Berdasarkan diagram 4.20 di atas mengenai tanggapan 

responden atas pernyataan bahwa PPID sudah menetapkan 
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pengklasifikasian informasi disetiap badan publik berdasarkan 

pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum 

menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh 

setiap orang adalah, 50 responden atau sekitar 53% menjawab setuju, 

43 responden atau sekitar 46% menjawab sangat setuju, 1 responden 

atau sekitar 1% menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas 

responden dapat dikatakan menjawab setuju terkait dengan PPID 

sudah menetapkan pengklasifikasian informasi disetiap badan publik 

berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh 

ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan 

untuk diakses oleh setiap orang. Ini dikarenakan responden menilai 

dalam pelayanan PPID mencantumkan keterangan terkait informasi 

yang dimohon dan meneliti terlebih dahulu apakah informasi yang 

dimohon layak untuk diakses sebagai informasi publik atau tidak. 

 
4.3. Pengujian Persyaratan Statistik 

4.3.1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen pada penelitian ini dilakukan tidak lain 

dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya yaitu mengukur variabel dalam penelitian. 

Kevalidan instrumen berarti bahwa suatu instrumen benar-benar mampu 

mengukur variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu 

menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran.  
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Uji validitas pada instrumen penelitian yang telah dibuat valid atau 

tidak, pengujiannya dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson Product 

Moment sebagai berikut: 

Pearson Product Moment  
 
 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

r =  Koefisien Korelasi Product Moment 

Σx =  Jumlah skor per-item pertanyaan 

Σy =  Jumlah skor total 

Σxy =  Jumlah hasil kali skor pertanyaan dengan total 

Σx2 =  Jumlah skor item yang dikuadratkan 

Σy2 =  Jumlah skor total yang dikuadratkan 

n =  Jumlah sampel 

 

Dari hasil pengolahan data SPSS/perhitungan korelasi yang dilakukan. 

Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas (Menggunakan SPSS v.21) 

 

No r hitung r table N Keterangan 

1 0,278 0,202 94 Valid 
2 0,377 0,202 94 Valid 
3 0,415 0,202 94 Valid 
4 0,451 0,202 94 Valid 
5 0,491 0,202 94 Valid 
6 0,394 0,202 94 Valid 
7 0,222 0,202 94 Valid 
8 0,637 0,202 94 Valid 
9 0,521 0,202 94 Valid 
10 0,558 0,202 94 Valid 
11 0,522 0,202 94 Valid 
12 0,460 0,202 94 Valid 
13 0,238 0,202 94 Valid 
14 0,322 0,202 94 Valid 
15 0,238 0,202 94 Valid 
16 0,207 0,202 94 Valid 
17 0,512 0,202 94 Valid 

 
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2014 

 

Dikatakan valid jika rhitung > rtabel, dimana rtabel sudah ditentukan 

sebesar 0,202  dan taraf signifikasi sebesar 10%. Dengan jumlah sampel 

dalam  penelitian  sebanyak 94 responden. Berdasarkan uji validitas pada 

tabel 4.1 di atas dapat di lihat rhitung dari seluruh instrumen lebih besar dari 

rtabel dan menunjukan bahwa seluruh responden yang berjumlah 94 orang 

dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dapat dikatakan valid. Oleh 
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karena itu jumlah instrumen berdasarkan perhitungan tabel di atas dikatan 

valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini. 

4.3.2. Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian 
 

Pada tahap selanjutnya setelah melakukan uji validitas, maka 

dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang 

menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala 

yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat 

pengukur tersebut reliabel. Reliabilitas digunakan untuk menjaga kehandalan 

dari sebuah instrumen atau alat ukur. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan tekhnik Alpha Cronbach. Cronbach Alpha 

yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkolerasi 

di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel di katakan reliabel 

jika nilai alphanya lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007:181). Pengukurannya 

berdasarkan skala alpha Cronbach 0 sampai 1. Apabila dikelompokkan, maka 

skala tersebut dapat dikelompokkan dalam lima kelas dengan reng yang sama, 

dan ukuran kemantapan alpha tersebut dapat diinterpretasikan :   

1. Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel  

2. Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel  

3. Nilai alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel  

4. Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel  

5. Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel (Triton, 

2005) 
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Uji reliabilitas ini menggunakan bantuan SPSS versi 21 dan diperoleh 

hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.2   
Hasil Uji Reliabilitas (Menggunakan SPSS v.21) 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 94 100.0 
Excludeda 0 .0 

Total 94 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

 

Tabel 4.3 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

.695 18 

 
 

Berdasarkan perhitungan reliabilitas pada tabel 4.3 dapat di lihat 

bahwa nilai alpha cronbach 0,695. Dan menurut pengelompokkan dalam 

skala yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu pengelompokkan dalam skala 

5 dalam buku Triton bahwa nilai 0,695 masuk dalam skala ke 4 yaitu 0,61 – 

0,80 yang berarti reliabel. Jadi, dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian 

ini reliabel. 
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4.4.  Pengujian Hipotesis 

   Penelitian “Implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 

tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon” ini memiliki hipotesis 

sebegai berikut: 

 “Implementasi Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik di Kota  Cilegon tercapai kurang dari 75% 

dari nilai idealnya 100%". 

    Tujuan pengujian hipotesis ini yaitu untuk mengetahui tingkat signifikasi 

dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan pada metode penelitian, pada tahap 

pengujian hipotesis peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. Penghitungan 

pengujian hipotesis tersebut adalah sebagai berikut 4 x 17 x 94 = 6392. 

    Berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal yang diperoleh adalah 4 x 17 x 

94 = 6392. Keterangannya adalah 4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban 

pernyataan yang diajukan kepada responden (kriteria penilaian skor berdasarkan 

skala likert), 17 = jumlah item pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam 

bentuk kuesioner, dan 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini. Selanjutnya untuk skor penelitian (lihat di lampiran tabel distribusi 

data) adalah sebesar 4519. Dengan demikian, maka nilai “Implementasi peraturan 

pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota 

Cilegon” adalah 4519 : 6392 =  0,706 maka diprosentasikan 70,69%. 

    Kemudian untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan rumus t-test satu 

sampel. Skor ideal untuk Implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 

2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon adalah 4 x 17 x 94 = 
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6392. Keterangannya adalah 4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban 

pernyataan yang diajukan kepada responden (kriteria penilaian skor berdasarkan 

skala likert), 17 = jumlah item pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam 

bentuk kuesioner, dan 94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini dan nilai mean/nilai rata-rata adalah 6392 : 94 = 68. Sehingga untuk 

Implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan 

informasi publik di Kota Cilegon tinggi bila telah mencapai 75% dari yang 

diharapkan, nilai yang dihipotesiskan 0,75 x 68 = 51. Untuk perhitungan hipotesis 

statistiknya adalah sebagai berikut : Ho untuk memprediksi µ lebih besar atau 

sama dengan 75% dari skor ideal. 

Ho = µ ≥ 75% ≥ 0,75 x 68  = 51 

Ha = µ < 75% < 0,75 x 68 = 51 

         Pengujian Hipotesis menggunakan rumus t – test satu sampel dengan uji 

pihak kiri adalah sebagai berikut : 

Diketahui :  

  07,48
94

4519
x  

    = 48,07 

  s     = 

 
1

2




n

xx

  

  s     =  
93

48,1632
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  s     = 55,17  

  s     = 4,19 

  n    = 94 

  Ditanya : t ? 

  Jawab : 

   

n
s

x 
t     

    

94
4,19

5107,48 t   
   

  
43,0
93,2t   

                 t  =  -6,813 

       Nilai thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai ttabel dengan derajat 

kebebasan (dk) = (n – 1) = ( 94 – 1) = 93 dan taraf kesalahan  = 10% untuk uji 

satu pihak kiri, didapat nilai ttabel yaitu 1,289. Karena nilai thitung lebih kecil dari 

pada nilai ttabel (-6,813<1,289) dan jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka 

hipotesis kerja (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak. Berikut gambar kurva 

penerimaan dan penolakan Ha.  
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Gambar 4.4  Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji Pihak Kiri 

 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa t hitung ternyata jatuh pada 

daerah penerimaan Ha, dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. 

4.5. Interpretasi Hasil Penelitian 

 Penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 

Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon sebelumnya 

telah mempunyai rumusan masalah deskriptif dan peneliti berusaha menjawab 

perumusan masalah tersebut. Rumusan masalah tersebut ialah “Seberapa Tinggi 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Di Kota Cilegon ?” 

 Untuk menjawab rumusan masalah deskriptif dalam penelitian ini, dapat di 

lihat dari pemaparan pengujian hipotesis yang menggunakan rumus t-test satu 

sampel dengan menguji pihak kiri bahwa harga t-hitung lebih kecil (<) dari harga 

t-tabel dan itu dapat diartikan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Karena dari 

hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis mencapai 70,69% dari angka yang 

diharapkan 75%. 

           -6,813             0   1,289 

Daerah 
Penerimaan Ha 

Daerah 
Penolakan Ha 
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Berdasarkan dari data pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan bahwa 

“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Di Kota Cilegon” mencapai 70,69%. Kemudian untuk 

pengkategorian dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam 

penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai berikut: 

1. 1598 - 3195      = Tidak Baik 

2. 3196 – 4793     = Kurang Baik 

3. 4794 – 6391     = Baik 

4. 6392 – 7990     = Sangat Baik    

 

Interval penilaian :  

 

  Tidak baik              Kurang baik             Baik                  Sangat baik 
     1598        3196                   4794                               6392 

 

          

                                                                       4519 

Nilai 4519 termasuk dalam kategori skor interval penilaian 3196 – 4793 = 

kurang baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori kurang baik. Berdasarkan 

hal tersebut dapat dikatakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 

2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon kurang baik. 
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4.6. Pembahasan 

 Dari teori pendekatan implementasi kebijakan yang di teoremakan oleh 

George Edward III, bahwa suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat 

dilihat dari 4 (empat) dimensi yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan 

Struktur birokrasi. Jadi, dengan dimensi yang diteoremakan oleh George Edward 

III kita dapat menilai dan menjelaskan implementasi peraturan pemerintah nomor 

61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon.  

 Berdasarkan teori tersebut untuk melihat tingkat keberhasilan dari suatu 

kebijakan yaitu salah satunya dengan menilai dimensi komunikasi dalam 

implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini yaitu implementasi peraturan 

pemerintah nomor 61 tahun 2010 tantang keterbukaan informasi publik di Kota 

Cilegon. Pada dimensi komunikasi di dalamnya terdapat transmisi dari suatu 

impelementasi yaitu berkaitan dengan yang dimanatkan oleh peraturan pemerintah 

nomor 61 bahwa PPID selaku pelaksana keterbukaan informasi publik dalam 

pelayanannya harus secara cepat dan harus sesuai dengan mekanisme untuk 

memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan 

biaya ringan.  Responden dalam hal tersebut dapat menilai apakah PPID selama 

ini telah melaksanakan amanat dari peraturan pemerintah tersebut dengan baik 

atau kah sebaliknya. Selain itu kejelasan dalam suatu implementasi pun sangat 

penting. Kaitannya dengan implementasi peraturan ini yaitu sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh peraturan pemerintah bahwa PPID harus membuat 

pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak 

setiap pemohon informasi publik. Konsistensi dalam implementasi peraturan 
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pemerintah ini pun harus dijaga karena keterkaitan dalam implementasi adalah 

seberapa konsisten suatu pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah dalam pelaksanaannya dapat diketahui dari seberapa 

konsisten kesesuaian antara pelayanan informasi yang telah dilaksanakan dengan 

prosedur pelayanan informasi yang sesuai dengan aturan pemerintah. Kemudian 

selanjutnya dalam menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah dari 

dimensi sumber daya, sumber daya dari segi keterampilan dan kuantitas haruslah 

mendukung. Kaitannya dalam implementasi kebijakan yang diteliti yaitu bahwa 

pejabat yang ditunjuk harus sesuai dengan kompetensi khususnya dalam bidang 

pengelolaan informasi dan dokumentasi. Apabila pejabat yang telah ditunjuk 

sudah sesuai maka akan memungkinkan suatu implementasi dapat berhasil. 

Sumber daya berupa informasi pun mendukung dalam keberhasilan suatu 

implementasi karena dengan informasi yang diberikan oleh pihak pelaksana dapat 

membantu. Kaitan langsung terhadap peraturan pemerintah ini adalah informasi 

berupa penetapan suatu informasi yang telah habis jangka waktu pengecualiannya 

sebagai informasi publik yang dapat diakses. Wewenang dalam proses 

implementasi pun harus mendukung demi keberhasilan suatu kebijakan kaitannya 

yaitu wewenang pelaksana dalam penetapan pengklasifikasian, karena peraturan 

pemerintah ini adalah berkaitan dengan informasi publik maka pengklasifikasian 

tersebut adalah tentang pengklasifikasian informasi publik. Sumber daya berupa 

fasilitas juga berperan penting dalam kaitan implemetasi peraturan pemerintah 

tentang keterbukaan informasi publik. PPID selaku implementor tentu saja harus 
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melaksanakan amanat dari PP tersebut yaitu berupa penyediaan, pnyimpanan, 

pendokumentasian dan pengamanan informasi publik. 

 Dimensi selanjutnya yang digunakan dalam menilai keberhasilan 

implementasi kebijakan adalah dimensi disposisi. Pada dimensi disposisi adanya 

pengangkatan birokrat menjadi hal yang dapat dinilai oleh responden dan kaitan 

langsung dengan peraturan pemerintah yaitu keharusan pengangkatan pejabat 

pada PPID harus lah pejabat yang membidangi informasi publik agar tercapainya 

keberhasilan dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 61 tentang 

keterbukaan informasi publik khususnya di Kota Cilegon. Insentif dalam hal 

penambahan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan informasi pun dapat dinilai 

oleh responden dalam implementasinya selama ini yang sudah dilakukan. Apakah 

insentif tersebut sudah tepat atau tidak. 

 Kemudian dimensi yang terakhir adalah dimensi struktur birokrasi. Dalam 

struktur birokrasi penetapan standar operasional prosedur adalah hal yang sangat 

penting dalam implementasi suatu kebijakan, karena standar operasional prosedur 

tersebut dijadikan acuan dalam pelaksanaan seperti apa peraturan tersebut 

dilaksanakan. Kaitan lansung dengan peraturan pemerintah ini yaitu berupa 

penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik yang harus 

ditetapkan oleh pemerintah Kota Cilegon yang dilaksanakan oleh PPID Kota 

Cilegon. Fragmentasi yang menjadi salah satu pendukung berhasilnya dimensi 

struktur birokrasi ini pun dapat dinilai oleh responden. Penyebaran tanggung 

jawab pada setiap badan publik dalam penetapan pengklasifikasian informasi pada 
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tingkat eksekutif berkaitan langsung dengan yang diamanatkan pada peraturan 

pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. 

Berdasarkan hasil penelitian, penghitungan dan pengujian hipotesis, maka 

dapat diketahui “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Cilegon” tercapai 70,69% dari minimal 

75% yang diharapkan. Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan uji 

hipotesis pihak kiri menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik Di Kota Cilegon kurang baik, karena mencapai 70,69%. Berikut 

pemaparan dari indikator-indikator dimensi George Edward III : 

1. Nomor butir untuk indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi dari 

dimensi komunikasi yaitu : 

1) 2 butir untuk indikator transmisi yaitu nomor 1, 2 dan jumlah nilai 

untuk butir tersebut 284 + 217 = 501. Skor idealnya = 4 x 2 x 94 = 752 (4 

= nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada 

responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 

94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 2 = 

jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk 

kuesioner). Jadi  tingkat persetujuan dari indikator transmisi adalah 501 : 

752 = 0,66 atau  (dikalikan 100%) menjadi 66%.  

2) 1 butir untuk indikator kejelasan yaitu nomor 3 dan jumlah nilai untuk 

butir tersebut 315. Skor idealnya = 4 x 1 x 94 = 376 (4 = nilai tertinggi 

dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, 
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kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 94 = 

jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah 

pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi  

tingkat persetujuan dari indikator kejelasan adalah 315 : 376 = 0,83 atau  

(dikalikan 100%) menjadi 83%.  

3) 1 butir untuk indikator konsistensi yaitu nomor 4 dan jumlah nilai untuk 

butir tersebut 306. Skor idealnya = 4 x 1 x 94 = 376 (4 = nilai tertinggi 

dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, 

kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 94 = 

jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah 

pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi  

tingkat persetujuan dari indikator konsistensi adalah 306 : 376 = 0,81 atau  

(dikalikan 100%) menjadi 81%.  

Jadi, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui masing-masing  skor 

penelitian indikator dari dimensi komunikasi yaitu, indikator transmisi 

memperoleh skor sebesar 501, kejelasan sebesar 315 dan konsistensi sebesar 306. 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian untuk dimensi komunikasi dapat dilakukan 

perhitungan dengan menjumlahkan skor dari masing-masing indikator dan dibagi 

dengan skor ideal penelitian. Skor idealnya = 4 x 4 x 94 = 1504 (4 = nilai tertinggi 

dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria 

penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 94 = jumlah sampel yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini; 4 = jumlah pertanyaan yang diajukan 

kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat pencapaian dimensi 
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komunikasi (501 + 315 + 306 = 1122  : 1504 = 0,74 dikalikan 100% menjadi 

74%). Kemudian untuk pengkategorian dimensi dihitung berdasarkan nilai varian 

yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai 

berikut: 

1. 376 - 751        = Tidak Baik 

2. 752 – 1127     = Kurang Baik 

3. 1128 – 1503   = Baik 

4. 1504 – 1804   = Sangat Baik    

Interval penilaian:  

 

 

  Tidak baik              Kurang baik           Baik                  Sangat baik 
     376        752                   1128                               1504 

 

          

                                                                 1122 

 Nilai 1122 termasuk dalam kategori penilaian kurang baik, dan 

berdasarkan penilaian varian penelitian pada skor 753 – 1128 = kurang baik, jadi 

dapat dikatakan bahwa dimensi komunikasi pada implementasi peraturan 

pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota 

Cilegon kurang baik. 
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2. Nomor butir untuk indikator staff, informasi, wewenang dan fasilitas 

dari dimensi sumber daya yaitu : 

1) 1 butir untuk indikator staff yaitu nomor 5 dan jumlah nilai untuk butir 

tersebut 238. Skor idealnya = 4 x 1 x 94 = 376 (4 = nilai tertinggi dari 

setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria 

penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 94 = jumlah 

sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah 

pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi  

tingkat persetujuan dari indikator konsistensi adalah 238 : 376 = 0,63 atau  

(dikalikan 100%) menjadi 63%.  

2) 2 butir untuk indikator informasi yaitu nomor 6, 7 dan jumlah nilai 

untuk butir tersebut 298 + 283 = 581. Skor idealnya = 4 x 2 x 94 = 752 (4 

= nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada 

responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 

94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 2 = 

jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk 

kuesioner). Jadi  tingkat persetujuan dari indikator informasi adalah 581 : 

752 = 0,77 atau  (dikalikan 100%) menjadi 77%.  

3) 1 butir untuk indikator wewenang yaitu nomor 8 dan jumlah nilai untuk 

butir tersebut 252. Skor idealnya = 4 x 1 x 94 = 376 (4 = nilai tertinggi 

dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, 

kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 94 = 

jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = jumlah 
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pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi  

tingkat persetujuan dari indikator wewenang adalah 252 : 376 = 0,67 atau  

(dikalikan 100%) menjadi 67%.  

4) 4 butir untuk indikator fasilitas yaitu nomor 9, 10, 11, 12 dan jumlah 

nilai untuk butir tersebut 312 + 272 + 282 + 306  = 1172. Skor idealnya = 

4 x 4 x 94 = 1504 (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban 

pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini 

adalah berdasarkan pada skala Likert; 94 = jumlah sampel yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini; 4 = jumlah pertanyaan yang diajukan 

kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi  tingkat persetujuan dari 

indikator fasilitas adalah 1172 : 1504 = 0,77 atau  (dikalikan 100%) 

menjadi 77%.  

Jadi, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui masing-masing  skor 

penelitian indikator dari dimensi sumber daya yaitu, indikator staff memperoleh 

skor sebesar 238, informasi sebesar 581, wewenang sebesar 252 dan fasilitas 

sebesar 1172. Untuk mengetahui tingkat pencapaian untuk dimensi komunikasi 

dapat dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan skor dari masing-masing 

indikator dan dibagi dengan skor ideal penelitian. Skor idealnya = 4 x 8 x 94 = 

3008 (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan 

pada responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 

94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 8 = jumlah 

pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat 

pencapaian dimensi sumber daya (238 + 581 + 252 + 1172 = 2243  : 3008 = 0,74 
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dikalikan 100% menjadi 75%. Kemudian untuk pengkategorian dimensi dihitung 

berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai 

varian penelitian sebagai berikut: 

1. 752 - 1503        = Tidak Baik 

2. 1504 – 2255     = Kurang Baik 

3. 2256 – 3007     = Baik 

4. 3008 – 3760     = Sangat Baik    

 

 Interval penilaian : 

  

 

  Tidak baik              Kurang baik           Baik                 Sangat baik 
     752        1504                  2256                                 3008 

 

          

                                                                  2243 

 Nilai 2243 termasuk dalam kategori penilaian baik, dan berdasarkan 

penilaian varian penelitian pada skor 1504 – 2256 = kurang baik, jadi dapat 

dikatakan bahwa dimensi sumber daya pada implementasi peraturan pemerintah 

nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon 

kurang baik. 
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3. Nomor butir untuk indikator pengangkatan birokrat dan insentif dari 

dimensi disposisi yaitu : 

1) 1 butir untuk indikator pengangkatan birokrat yaitu nomor 13 dan 

jumlah nilai untuk butir tersebut 228. Skor idealnya = 4 x 1 x 94 = 376 (4 

= nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada 

responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 

94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = 

jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk 

kuesioner). Jadi  tingkat persetujuan dari indikator pengangkatan birokrat  

adalah 228 : 376 = 0,60 atau  (dikalikan 100%) menjadi 60%.  

2) 2 butir untuk indikator insentif yaitu nomor 14, 15 dan jumlah nilai 

untuk butir tersebut 229 + 188 = 417. Skor idealnya = 4 x 2 x 94 = 752 (4 

= nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada 

responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 

94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 2 = 

jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk 

kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator insentif  adalah 417 : 

752 = 0,55 atau  (dikalikan 100%) menjadi 55%.  

Jadi, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui masing-masing  skor 

penelitian indikator dari dimensi disposisi yaitu, indikator pengangkatan birokrat 

memperoleh skor sebesar 228 dan insentif sebesar 417. Untuk mengetahui tingkat 

pencapaian untuk dimensi disposisi dapat dilakukan perhitungan dengan 

menjumlahkan skor dari masing-masing indikator dan dibagi dengan skor ideal 
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penelitian. Skor idealnya = 4 x 3 x 94 = 1128 (4 = nilai tertinggi dari setiap pilihan 

jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria penilaian skor ini 

adalah berdasarkan pada skala Likert; 94 = jumlah sampel yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini; 3 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada 

responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat pencapaian dimensi disposisi 

(228 + 417 = 645  : 1128 = 0,57 dikalikan 100% menjadi 57%). Kemudian untuk 

pengkategorian dimensi dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam 

penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai berikut: 

1. 282 - 563         = Tidak Baik 

2. 564 – 845        = Kurang Baik 

3. 846 – 1127      = Baik 

4. 1128 – 1410    = Sangat Baik    

       Interval penilaian : 

 

  

  Tidak baik              Kurang baik             Baik                 Sangat baik 
     282        564                   846                                 1128 

 

          

                                      645 

 Nilai 645 termasuk dalam kategori penilaian baik, dan berdasarkan 

penilaian varian penelitian pada skor 564 – 845 = kurang baik, jadi dapat 
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dikatakan bahwa dimensi disposisi pada implementasi peraturan pemerintah 

nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon 

kurang baik. 

4. Nomor butir untuk indikator standar operasional prosedur dan 

fragmentasi dari dimensi struktur birokrasi yaitu : 

1) 1 butir untuk indikator standar operasional prosedur yaitu nomor 16 dan 

jumlah nilai untuk butir tersebut 185. Skor idealnya = 4 x 1 x 94 = 376 (4 

= nilai tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada 

responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 

94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = 

jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk 

kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator standar operasional 

prosedur  adalah 185 : 376 = 0,49 atau  (dikalikan 100%) menjadi 49%.  

2) 1 butir untuk indikator fragmentasi yaitu nomor 17 dan jumlah nilai 

untuk butir tersebut 324. Skor idealnya = 4 x 1 x 94 = 376 (4 = nilai 

tertinggi dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada 

responden, kriteria penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 

94 = jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini; 1 = 

jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk 

kuesioner). Jadi tingkat persetujuan dari indikator standar fragmentasi  

adalah 324 : 376 = 0,86 atau  (dikalikan 100%) menjadi 86%.  

Jadi, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui masing-masing  skor 

penelitian indikator dari dimensi struktur birokrasi yaitu, indikator standar 
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operasional prosedur memperoleh skor sebesar 185 dan fragmentasi sebesar 324. 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian untuk dimensi disposisi dapat dilakukan 

perhitungan dengan menjumlahkan skor dari masing-masing indikator dan dibagi 

dengan skor ideal penelitian. Skor idealnya = 4 x 2 x 94 = 752 (4 = nilai tertinggi 

dari setiap pilihan jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria 

penilaian skor ini adalah berdasarkan pada skala Likert; 94 = jumlah sampel yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini; 2 = jumlah pertanyaan yang diajukan 

kepada responden dalam bentuk kuesioner). Jadi tingkat pencapaian dimensi 

struktur birokrasi (185 + 324 = 509  : 752 = 0,67 dikalikan 100% menjadi 67%). 

Kemudian untuk pengkategorian dimensi dihitung berdasarkan nilai varian yang 

digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai 

berikut: 

1. 188 - 375       = Tidak Baik 

2. 376 – 563      = Kurang Baik 

3. 564 – 751      = Baik 

4. 752 – 940      = Sangat Baik    
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       Interval penilaian :  

 

  Tidak baik              Kurang baik                   Baik      Sangat baik 
     188        376                                564                      752 

 

          

                                                                 509 

 Nilai 509 termasuk dalam kategori penilaian baik, dan berdasarkan 

penilaian varian penelitian pada skor 376 – 563 = kurang baik, jadi dapat 

dikatakan bahwa dimensi struktur birokrasi pada implementasi peraturan 

pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik di Kota 

Cilegon kurang baik. 

Untuk mempermudah dalam melihat tingkat capaian persetujuan masing-

masing indikator dan tingkat capaian masing-masing dimensi, berikut adalah 

diagram indikator dan diagram dimensi berdasarkan hasil penelitian lapangan. 
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Diagram 4.21 

Capaian Tingkat Persetujuan Tiap-Tiap Indikator Penelitian 

        

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2014 
 

Diagram 4.22 

  Capaian Tingkat Keberhasilan Tiap-Tiap Dimensi 

 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2014 
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Berdasarkan diagram ketercapaian indikator dan ketercapaian dimensi di 

atas, dapat dijelaskan untuk indikator dari 11 indikator yang terdapat pada 

masing-masing dimensi terdapat 6 indikator yang mendapatkan prosentase masih 

rendah. Keenam indikator tersebut yaitu, indikator transmisi, staff, wewenang, 

pengangkatan birokrat, insentif, dan standar operasional prosedur. 

Selanjutnya ketercapaian dimensi berdasarkan diagram 4.22 dapat 

dijelaskan ketercapaian dimensi komunikasi sebesar 74%, hal ini disebabkan dari 

3 indikator yang terdapat pada dimensi komunikasi adanya indikator yang 

mendapat prosentasi masih rendah yaitu indikator transmisi. Kemudian 

selanjutnya adalah dimensi sumber daya, ketercapaiannya sebesar 74%, 

dikarenakan dari 4 indikator dalam dimensi ini terdapat 2 indikator yang 

mendapatkan prosentase masih rendah indikator tersebut yaitu indikator staf dan 

wewenang. Dimensi disposisi berdasarkan diagram ketercapaiannya sebesar 57%, 

hal ini disebabkan dari 2 indikator dalam dimensi ini keduanya mendapatkan 

prosentasi masi rendah, indikator tersebut yaitu indikator pengangkatan birokrat 

dan insentif. Dimensi terakhir yaitu dimensi struktur birokrasi dimana berdasarkan 

diagram ketercapaian dimensi ini sebesar 67%, hal ini disebabkan dari 2 indikator 

dalam dimensi terdapat 1 indikator yang mendapatkan prosentase masih rendah 

yaitu indikator standar operasional prosedur.  

Berdasarkan capaian keseluruhan dari tiap-tiap indikator dan dimensi, 

bahwa dapat dikatakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cilegon masuk dalam kategori 

kurang baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa “Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di 

Kota Cilegon” dalam pencapaiannya di lapangan sebesar 70,69% dari yang 

diharapkan. Ini berarti ketercapaian lebih kecil dari hipotesis awal yaitu 75% dari 

nilai ideal 100%, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Dalam hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang timbul dalam 

proses implementasi belum dapat teratasi sepenuhnya, diantaranya permasalahan 

dari Komunikasi yaitu transmisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan 

yang pada mekanismenya berdasarkan pada prinsip cepat, tepat dan biaya ringan. 

Kemudian permasalahan dari sumber daya pun masih ada yang belum dapat 

diatasi yaitu pada staff dan wewenang, pada staff yaitu kompetensi yang dimiliki 

pelaksana dan pada wewenang yaitu bentuk wewenang pejabat dalam penetapan 

pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya disposisi pada proses 

implementasi yaitu permasalahan pengangkatan birokrat dan insentif, pada 

masalah pengangkatan birokrat kurangnya perhatian dari pelaksana terhadap 

kesesuaian bidang dan dedikasi dalam melaksanakan peraturan pemerintah, 
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sedangkatan masalah insentif pelaksana belum dapat menentukan apakah 

anggaran lebih dibutuhkan dalam menunjang pelayanan agar lebih efektif dalam 

proses implementasi di lapangan. Selain itu permasalahan standar operasional 

prosedur dalam implementasi di lapangan. Penyebabnya adalah belum 

konsistennya pelaksanaan standar operasional prosedur dalam pelaksanaannya 

selama ini sehingga timbul masalah yang menghambat implementasi. Pelaksana 

dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon adalah Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Cilegon. 

5.2. Saran  

 Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini 

yaitu: 

1. Transmisi dalam pelaksnaan pelayanan di lapangan sesuai dengan peraturan 

pemerintah yaitu mekanisme didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya 

ringan harus diperhatikan dengan cara lebih respon terhadap informasi apa saja 

yang dibutuhkan pemohon informasi publik agar dalam pelayanan informasi dapat 

dilakukan secara cepat. 

2. Staf dalam pelaksanaan pelayanan haruslah dipilih secara tepat yaitu seseorang 

yang memiliki kompetensi di bidangnya dalam pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik. 

3. Wewenang yang dimilik oleh para pejabat harus digunakan secara tepat, dalam 

arti di sini agar wewenang dalam penetapan lebih berkontribusi terhadap 

pengguna informasi publik. 
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4. Pengangkatan birokrat dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik harus 

dipilih berdasarkan bidang dan dedikasi yang dimiliki oleh pelaksana. Pemilihan 

pelaksana yang baik adalah salah satu cara dalam mengatasi masalah yang timbul 

dari disposisi demi terciptanya keterbukaan informasi publik yang baik khususnya 

dalam implementasi di lapangan.  

5. Ketentuan atas pemberian insentif perlu dipertimbangkan secara baik, sesuai 

dengan pelaksanaan tugas dalam pelaksanaan pelayanan. Tujuannya agar insentif 

yang telah ditentukan efektif dan efisien dan berkontribusi positif terhadap 

pelaksanaan tugas dilapangan. Jadi, ketentuan atas pemberian insentif dengan 

mempertimbangkan tugas dilapangan adalah salah satu cara untuk mengatasi 

masalah insentif yang timbul dalam proses implementasi peraturan pemerintah.  

6. Mengawasi jalannya proses implementasi dalam pelaksanaan Standar 

operasional prosedur dalam pelaksanaan di lapangan. Cara dalam mengatasi 

masalah standar operasional prosedur dalam proses implementasi yaitu dengan 

meningkatkan pengwasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Tujuannya agar 

terciptanya konsistensi para pelaksana dalam menjalankan proses implementasi 

sesuai dengan aturan yaitu standar operasional prosedur yang berlaku dalam 

implementasi.  
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Kuesioner Penelitian 
 
 
 
 
 
Identitas Responden 
 
Nama Stakeholder      : 
Jenis Kelamin             : Laki-laki/ Perempuan 
Status :  
Instansi swasta : Perusahaan/ LSM/ Koperasi/ Perguruan Tinggi 
Nama Instansi :  
 
Petunjuk Pengisian 
 

1. Bacalah angket ini dengan teliti, supaya Bapak/Ibu mengerti maksud 
pertanyaannya. 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dari beberapa pilihan dengan 
cara di silang (X). 

3. Apabila ada pertanyaan yang kurang dimengerti dapat ditanyakan langsung 
kepada peneliti. 

4. Kumpulkan jawaban secara langsung kepada peneliti. 
 
A. Pertanyaan yang berkaitan dengan Dimensi Komunikasi 

A1. Indikator Transmisi 
 
1. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID (Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi) sudah melaksanakan pelayanan informasi publik 
secara cepat ? 

 
a. Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b. Setuju   d.  Sangat tidak setuju 
 

2. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 
Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan 
mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip 
cepat, tepat waktu, dan biaya ringan? 

 
            a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
            b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  



A2.  Indikator Kejelasan  
 
3. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah membuat 
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak 
setiap pemohon informasi publik? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  
 

A3. Indikator Konsistensi 
 
4. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan 
pelayanan informasi sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  

 
B. Pertanyaan yang berkaitan dengan Dimensi Sumber Daya 

B1. Indikator Staff 
 
5. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah dijabat oleh 
seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan 
dokumentasi? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  
 

B2. Indikator Informasi 
 
6.  Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan 
penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu 
pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  
 

 



7.  Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 
Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah melaksanakan 
pengujian konsekuensi pada informasi publik yang disediakan? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  

 
 

B3. Indikator Wewenang 
 
8.  Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota     

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID dalam pengklasifikasian 
informasi sudah menetapakan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi untuk 
informasi  publik? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju 
  

B4. Indikator Fasilitas 
 
9.  Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID selama ini sudah 
melaksanakan penyediaan informasi publik? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju 
 

10.  Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 
Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID selama ini sudah 
melaksanakan penyimpanan informasi publik? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju 

 
11.  Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID selama ini sudah 
melaksanakan pendokumentasian informasi publik? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju 

 
 
 



12. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 
Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID selama ini sudah 
melaksanakan pengamanan informasi publik? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju 

 
  

 
C. Pertanyaan yang berkaitan dengan Dimensi Disposisi 

C1. Indikator Pengangkatan Birokrat 
 
13. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa pejabat yang ditunjuk sebagai 
PPID di lingkungan badan publik negara yang berada di daerah khususnya 
daerah Kota Cilegon merupakan pejabat yang membidangi informasi publik? 

 
a. Sangat setuju   c.  Tidak setuju 
b. Setuju              d.  Sangat tidak setuju 

 
 
C2. Indikator Insentif 
 
14. Setujukah saudara/i dengan pernyataan bahwa bagi pelaksana pelayanan 

informasi di PPID Kota Cilegon yang melaksanakan tugas tambahan untuk 
kepentingan pelayanan diberikan anggaran lebih untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas tsb? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  

 
15. Menurut saudara/i setujukan jika dalam anggaran biaya penyelenggaraan 

ditambahkan anggaran operasional untuk pejabat fungsional yang membantu 
PPID Kota Cilegon dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik di 
Kota Cilegon? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  

 
D. Pertanyaan yang berkaitan dengan Dimensi Struktur birokrasi 

D1.  Indikator Standar Operasional Prosedur 
 



 16. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 
Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah menetapkan 
prosedur operasional penyebarluasan informasi publik? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  

 
D2. Indikator Fragmentasi 
 
17. Menurut pengalaman saudara/i sebagai pengguna informasi publik di Kota 

Cilegon, setujukah dengan pernyataan bahwa PPID sudah menetapkan 
pengklasifikasian informasi di setiap badan publik berdasarkan pengujian  
konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan 
informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang? 

 
a.  Sangat setuju  c.  Tidak setuju 
b.  Setuju   d.  Sangat tidak setuju  

 



Tabel Skor Kuesioner Penelitian 
 

No. 
Responden 

Item Pertanyaan  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 JML 

1 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 47 
2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 1 2 4 47 
3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 1 2 3 40 
4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 1 1 1 3 45 
5 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 1 4 46 
6 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 49 
7 4 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 3 44 
8 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 1 1 3 48 
9 2 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 1 2 3 43 

10 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 54 
11 3 2 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 50 
12 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 47 
13 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 1 4 51 
14 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 3 36 
15 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 1 4 51 
16 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 42 
17 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 4 49 
18 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 45 
19 2 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 2 4 54 
20 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 48 
21 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 48 
22 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 1 3 47 
23 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 46 
24 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 4 54 
25 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 1 1 4 44 
26 3 3 4 3 2 4 3 4 2 4 2 4 3 2 2 2 4 51 
27 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 2 2 2 4 50 
28 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 1 4 45 
29 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 51 
30 3 3 4 3 1 2 4 3 4 3 3 2 2 2 1 3 4 47 
31 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 38 
32 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 1 4 51 
33 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 51 
34 2 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 1 4 50 
35 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 44 



36 3 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 4 49 
37 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 50 
38 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 1 4 50 
39 2 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 50 
40 4 2 4 2 2 4 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 4 48 
41 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 2 3 49 
42 4 2 4 3 2 3 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 52 
43 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 50 
44 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 1 3 44 
45 2 3 4 4 3 4 4 1 4 2 4 2 3 2 1 2 4 49 
46 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 51 
47 3 2 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 2 2 4 52 
48 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 42 
49 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 41 
50 3 1 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 46 
51 4 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 1 1 4 51 
52 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 51 
53 3 3 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 51 
54 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 51 
55 3 1 3 3 1 3 3 1 3 2 2 3 2 3 2 3 3 41 
56 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 53 
57 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 2 1 3 49 
58 3 3 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 4 54 
59 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 49 
60 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 51 
61 2 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 2 2 2 3 49 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 51 
63 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 1 2 4 52 
64 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 1 3 4 54 
65 4 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 2 3 2 1 4 49 
66 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 46 
67 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 55 
68 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 51 
69 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 1 4 53 
70 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 45 
71 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 42 
72 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 47 
73 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 55 
74 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 50 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 2 3 4 55 
76 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 53 
77 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 45 
78 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 1 1 2 4 51 
79 3 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 1 4 47 
80 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 55 
81 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 43 
82 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 43 
83 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 46 
84 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 1 2 1 2 4 49 
85 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 1 3 3 46 
86 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 53 
87 3 1 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 1 3 3 40 
88 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 1 3 48 
89 3 1 3 3 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 1 1 3 38 
90 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 1 1 3 47 
91 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 47 
92 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 1 2 3 48 
93 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 42 
94 3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 3 47 

Jumlah 4519 



Tabel Penolong Penghitungan Hasil Kuesioner 
 
 

No X   X -  (X - )² 
1 47 48.07 -1.07 1.1449 
2 47 48.07 -1.07 1.1449 
3 40 48.07 -8.07 65.1249 
4 45 48.07 -3.07 9.4249 
5 46 48.07 -2.07 4.2849 
6 49 48.07 0.93 0.8649 
7 44 48.07 -4.07 16.5649 
8 48 48.07 -0.07 0.0049 
9 43 48.07 -5.07 25.7049 
10 54 48.07 5.93 35.1649 
11 50 48.07 1.93 3.7249 
12 47 48.07 -1.07 1.1449 
13 51 48.07 2.93 8.5849 
14 36 48.07 -12.07 145.6849 
15 51 48.07 2.93 8.5849 
16 42 48.07 -6.07 36.8449 
17 49 48.07 0.93 0.8649 
18 45 48.07 -3.07 9.4249 
19 54 48.07 5.93 35.1649 
20 48 48.07 -0.07 0.0049 
21 48 48.07 -0.07 0.0049 
22 47 48.07 -1.07 1.1449 
23 46 48.07 -2.07 4.2849 
24 54 48.07 5.93 35.1649 
25 44 48.07 -4.07 16.5649 
26 51 48.07 2.93 8.5849 
27 50 48.07 1.93 3.7249 
28 45 48.07 -3.07 9.4249 
29 51 48.07 2.93 8.5849 
30 47 48.07 -1.07 1.1449 
31 38 48.07 -10.07 101.4049 



32 51 48.07 2.93 8.5849 
33 51 48.07 2.93 8.5849 
34 50 48.07 1.93 3.7249 
35 44 48.07 -4.07 16.5649 
36 49 48.07 0.93 0.8649 
37 50 48.07 1.93 3.7249 
38 50 48.07 1.93 3.7249 
39 50 48.07 1.93 3.7249 
40 48 48.07 -0.07 0.0049 
41 49 48.07 0.93 0.8649 
42 52 48.07 3.93 15.4449 
43 50 48.07 1.93 3.7249 
44 44 48.07 -4.07 16.5649 
45 49 48.07 0.93 0.8649 
46 51 48.07 2.93 8.5849 
47 52 48.07 3.93 15.4449 
48 42 48.07 -6.07 36.8449 
49 41 48.07 -7.07 49.9849 
50 46 48.07 -2.07 4.2849 
51 51 48.07 2.93 8.5849 
52 51 48.07 2.93 8.5849 
53 51 48.07 2.93 8.5849 
54 51 48.07 2.93 8.5849 
55 41 48.07 -7.07 49.9849 
56 53 48.07 4.93 24.3049 
57 49 48.07 0.93 0.8649 
58 54 48.07 5.93 35.1649 
59 49 48.07 0.93 0.8649 
60 51 48.07 2.93 8.5849 
61 49 48.07 0.93 0.8649 
62 51 48.07 2.93 8.5849 
63 52 48.07 3.93 15.4449 
64 54 48.07 5.93 35.1649 
65 49 48.07 0.93 0.8649 



66 46 48.07 -2.07 4.2849 
67 55 48.07 6.93 48.0249 
68 51 48.07 2.93 8.5849 
69 53 48.07 4.93 24.3049 
70 45 48.07 -3.07 9.4249 
71 42 48.07 -6.07 36.8449 
72 47 48.07 -1.07 1.1449 
73 55 48.07 6.93 48.0249 
74 50 48.07 1.93 3.7249 
75 55 48.07 6.93 48.0249 
76 53 48.07 4.93 24.3049 
77 45 48.07 -3.07 9.4249 
78 51 48.07 2.93 8.5849 
79 47 48.07 -1.07 1.1449 
80 55 48.07 6.93 48.0249 
81 43 48.07 -5.07 25.7049 
82 43 48.07 -5.07 25.7049 
83 46 48.07 -2.07 4.2849 
84 49 48.07 0.93 0.8649 
85 46 48.07 -2.07 4.2849 
86 53 48.07 4.93 24.3049 
87 40 48.07 -8.07 65.1249 
88 48 48.07 -0.07 0.0049 
89 38 48.07 -10.07 101.4049 
90 47 48.07 -1.07 1.1449 
91 47 48.07 -1.07 1.1449 
92 48 48.07 -0.07 0.0049 
93 42 48.07 -6.07 36.8449 
94 47 48.07 -1.07 1.1449 

Jumlah 1632.481 
 
 

 
 













































































PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  61 TAHUN  2010

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan

Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik; 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I . . .
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BAB I 

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan
Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi
nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

3. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

4. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi
tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada
Badan Publik. 

5. Pejabat . . .
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5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya
disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. 

6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

7. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak
dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

8. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan
informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan
berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

9. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan
secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya. 

10. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu
tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat
diakses oleh Pemohon Informasi Publik.

11. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada
orang atau badan hukum perdata atas beban Badan
Publik Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang
diderita oleh penggugat. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

BAB II . . .
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BAB II 

PERTIMBANGAN TERTULIS KEBIJAKAN BADAN PUBLIK

Pasal 2 

(1) Dalam hal ada permintaan Informasi Publik oleh
Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik. 

(2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan
Badan Publik yang bersangkutan. 

(3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik. 

BAB III 

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu 
Pengklasifikasian Informasi

Pasal 3 

(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap 
Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara
saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan
Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses
oleh setiap orang. 

(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan
pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. 

Pasal 4 . . .
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Pasal 4 

(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan
klasifikasi.

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;

c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang
menetapkan;

d. Jangka Waktu Pengecualian; 

e. alasan pengecualian; dan 

f. tempat dan tanggal penetapan. 

Bagian Kedua 
Jangka Waktu Pengecualian terhadap Informasi yang Dikecualikan 

Pasal 5 

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat menghambat proses penegakan hukum
ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. 

(2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah
dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk
umum.

Pasal 6 

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7 . . .
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Pasal 7 

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan
negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara. 

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan kekayaan alam Indonesia.

(3) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan ketahanan ekonomi nasional. 

(4) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar
negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan
untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri. 

(5) Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi Badan
Publik yang bersangkutan. 

Pasal 8 

(1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik
yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. 

(2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang
ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk
perlindungan rahasia pribadi seseorang. 

(3) Informasi . . .
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(3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dapat dibuka jika: 
a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan

persetujuan tertulis; dan/atau 
b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang

dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 9 

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat
antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan
dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

(1) PPID atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang
bersangkutan dapat mengubah klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan.

(2) Pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi. 

Pasal 11 

(1) Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka
Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang
dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan
penetapan dari  PPID.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian. 

(3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dilakukan, Informasi yang Dikecualikan menjadi
Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu
Pengecualian.

BAB IV . . .
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BAB IV
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 12 

(1) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan
Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah
merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh
pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan. 

(3) PPID di lingkungan Badan Publik selain Badan Publik
Negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang
bersangkutan.

Pasal 13 

(1) PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di
bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang
bersangkutan.

Bagian Kedua 
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 14 

(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:
a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan

pengamanan informasi; 
b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang

berlaku;
c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan

sederhana;

d. penetapan . . .
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d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan
Informasi Publik;

e. Pengujian Konsekuensi; 

f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau
pengubahannya;

g. penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah
habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai
Informasi Publik yang dapat diakses; dan

h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas Informasi Publik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat
fungsional di Badan Publik yang bersangkutan. 

BAB V 
TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH

BADAN PUBLIK NEGARA DAN PEMBEBANAN PIDANA DENDA

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara 

Pasal 16 

(1) Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang
mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita
oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara
pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara
dengan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

(2) Ganti rugi . . .
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(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara jika terbukti terjadi kerugian materiil akibat
adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
Badan Publik Negara. 

(3) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak
berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal
ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu
pembayaran ganti rugi. 

Pasal 17 

(1) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Publik
dibebankan pada keuangan Badan Publik yang
bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 18 

Dalam hal pembayaran ganti rugi tidak dapat dilaksanakan
oleh Badan Publik Negara dalam tahun anggaran yang sedang
berjalan, pembayaran ganti rugi dimasukkan dan
dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya. 

Bagian Kedua 
Pembebanan Pidana Denda 

Pasal 19 

(1) Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik dibebankan
pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pidana . . .
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(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab Pejabat Publik dan tidak menjadi 
beban keuangan Badan Publik jika dapat dibuktikan
tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan
fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang
ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan Badan Publik yang
bersangkutan.

Pasal 20 

Putusan pengadilan yang membebankan pidana denda kepada
Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak
mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi
administratif terhadap Pejabat Publik berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 

(1) PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 

(2) Dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung
jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di
bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. 

Pasal 22 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Agustus 2010 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                    DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Agustus 2010 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                 REPUBLIK INDONESIA,

         PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN   2010   NOMOR  99
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